
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N  

NOMOR :  46 /  G /  2010 /  PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te lah  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te rsebu t  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :

THOMAS  IMBIRI ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker jaan  

Pens iunan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Diponegoro ,  Dis t r i k  Sarmi  

Kota ,  Kabupaten  Sarmi  ;

Dalam hal  in i  member i kan  Kuasa  kepada  John 

Richard,  SH. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  Ber tempat  t i ngga l  d i  

Kanto r  Advokat  JOHN RICHARD,  SH.  DAN REKAN 

Ja lan  Cenderawas ih  Blok  I  No.  9  Perumnas  

I I I ,  Kelu rahan  Yabansa i ,  Dis t r i k  Heram,  Kota  

Jayapura ,  Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  22  Oktober  2010  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PENGGUGAT ;

M E L A W A N   :

1. KOMISI  PEMILIHAN UMUM (KPU)  PROVINSI  PAPUA,  berkedudukan  

di  Ja lan  Soa- s iu  Dok I I ,  Kota  Jayapura  ;

Dalam hal  in i  member i kan  Kuasa kepada  :

1.

Budi  Setyanto ,  SH.  ;

2.

Hermawati  Koentar ian i ,  SH.  ;

Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  Ber tempat  Tingga l  d i  
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Ja lan  Karang  No.  8  Waena,  Dis t r i k  Heram,  

Kota  Jayapura ,  Berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  19 November  2010 ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT ;

2. HESKIEL  MANSI,  SE. ,  FRANSISKUS ANTONIUS  LETSOIN,  MAX 

FREDIK WARINUSA, SH. ,  FERDINAND FRANSISCUS YAWAN, SE.  DAN 

IMAN H.  KELIWAR,   Kesemuanya   kewarganegaraan   Indones ia ,  

Peker j aan  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum  (KPU)  

Kabupaten  Sarmi ,   Ber tempat  Tingga l  d i  Ja lan  

Mandala  Kota  Sarmi ,  Kabupaten  Sarmi  ;

Dalam  hal  in i  member i kan  Kuasa  kepada  :

1.

Budi  Setyanto ,  SH.  ;

2.

Hermawati  Koentar ian i ,  SH.  ;

Keduanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat ,  Ber tempat  Tingga l  d i  

Ja lan  Karang  No.  8  Waena,  Dis t r i k  Heram,  

Kota  Jayapura ,  Berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  19  November  2010  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i

PARA TERGUGAT I I  INTERVENSI ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  te rsebu t  :

- Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  Nomor  :  46/PEN.MH/2010/PTUN.JPR 

te r t angga l  04  November  2010 ten tang  Penetapan  

Penunjukan  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  ;
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- Telah  membaca Sura t  Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor  

:        46/PEN- PP/2010/PTUN.JPR te r t angga l  04  November  

2010 ten tang  Penetapan  Har i  Pemer iksaan  Pers iapan  ;

- Telah  membaca Sura t  Penetapan  Hakim Ketua  Maje l i s  Nomor  

:         46/P en.  HS/TUN/2010/PTUN.JPR  t er tangga l  6 

Desember  2010 ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;

- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor:  46/G/2010 /PTUN.JPR 

te r t angga l  14 Desember  2010 ;

- Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  dan  

mendengar  kete rangan  saks i  dar i  para  p ihak  di  depan  

pers i dangan  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

te r t angga l  03 November  2010,  yang  dida f t a r kan  d i  

Kepani te r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

tangga l  03 November  2010   da lam  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

46/G/2010 /PTUN.JPR,  dan  te l ah  dipe rba i k i  pada  tangga l  06 

Desember  2010,  yang  is i  gugatannya  adalah  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Bahwa  yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam  perkara  in i  

ada lah  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  14 Agustus  

2010 ;

2.   Bahwa Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  yang  

dike lua r kan  tangga l  14  Agustus  2010  dan  d i t anda tangan i  

o leh  Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  
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Benny  Sweny,  S.Sos .  d iumumkan  lewat  media  cetak  har i an  

Cenderawas ih  Pos  te r t angga l  18  Agustus  2010  dan  baru  

dike tahu i  o leh  Penggugat  pada  tangga l  5  Oktober  2010,  

ka lau  Penggugat  in  casu  juga  te l ah  dibe rhen t i k an ,  

seh ingga  gugatan  in i  d ia j ukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  masih  da lam  tenggang  waktu  yang  

di i s ya ra t kan  oleh   Udang- Undang yakn i  90 (sembi l an  puluh)  

har i  sebaga imana  dimaksud  dalam keten tuan  Pasal  55 UU No.  

5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  bahwa 

“ Gugatan  dapat  dia jukan  hanya  dalam  tenggang  waktu  

sembi lan  puluh  har i  terg i tung  sejak  saat  di te r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha 

Negara ”  Jo.  UU No.  9 Tahun 2004 Tentang  Perubahan  Per tama  

atas  UU No.  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jo.  UU No.  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  

atas  UU No.  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jo.  SEMA RI  No.  2  Tahun  1991  Tentang  Petun juk  

Pelaksanaan  Beberapa  Keten tuan  Dalam UU No.  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  

3.  

Bahwa objek  sengke ta  yang  dike lua rkan  o leh  Tergugat  te l ah  

memenuhi  keten tuan  Pasal  1  Angka  9  UU No.  5  Tahun  1986  

Jo.  UU No.  9 Tahun 2004 Tentang  Perubahan  Per tama atas  UU 

No.  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  

UU No.  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua atas  UU No.  

5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

bers i f a t  Konkr i ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l  yang  dapat  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  Penggugat  ;

• Konkr i t ,  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

(Kpu)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  

te r t angga l  14 Agustus  2010  secara  tegas  dan je l as  

mengangkat  pengurus  yang  baru  dan  seka l i gus  

memberhent i kan  Penggugat  yang  semest i nya  hal  

te rsebu t  t i dak  te r j ad i  karena  sta tus  Penggugat  

masih  merupakan  Anggota  KPU yang  lama  untuk  masa 
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jaba tan  2008- 2013 ;

• Ind iv idua l ,  karena  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum  (KPU)  Prov ins i  Papua 

Nomor  :  55 Tahun 2010  tangga  14 Agustus  2010 yang  

menetapkan  memberhent i kan  dan  melant i k  nama- nama 

seper t i  te rmak tub  dalam  sura t  keputusan  dimaksud  

ada lah  orang- orang  baru  yang  t i dak  te rmasuk  dalam 

ca lon  daf ta r  tunggu  sebanyak  4  (empat )  orang  dan  

yang  1 (sa tu )  orang  merupakan  ca lon  daf ta r  tunggu  

yang  te l ah  mengiku t i  se leks i  dan  dinya takan  

lu l us ,  te rmasuk  tes  ke layakan  dan  kepatu tan  (F i t  

and  Proper  Test )  d i  KPU Prov ins i  Papua  te l ah  

mengabaikan  dan  merug ikan  Penggugat  dengan  

keberadaan  fak ta  yang  ada  ser ta  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  yang  ada  yakn i  UU No.  22  Tahun  

2007  Tentang  Penye lengga ta  Pemi lu ,  da lam  proses  

se leks i  menjad i  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

(KPU)  Kabupaten  Sarmi  ;

• Final ,  karena  penerb i t an  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55 

Tahun  2010 tangga  14  Agustus  2010  menimbulkan  

ak iba t  hukum  bag i  kepent i ngan  Penggugat  dan  

keputusan  te rsebu t  merupakan  keputusan  akh i r  ;

4. Bahwa  Penggugat  sebaga i  sa lah  satu  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  untuk  masa  jaba tan  

2008- 2013  t i dak  pernah  melakukan  pelanggaran  kode  et i k  

dan  atau  te r l i b a t  da lam  organ isas i  par ta i  po l i t i k  

sebaga imana  dimaksud  dalam  UU No.  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lengga ta  Pemi lu ,  seh ingga  harus  diberhen t i k an  ;

5. Bahwa  Penggugat  ada lah  merupakan  bag ian  dar i  5  ( l ima )  

Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  untuk  masa jaba tan  2008- 2013  

anta ra  la i n  :

Hal .  5 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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1. Thomas Imbi r i  ;

2. Drs .  Hermanus  Korare i  ;

3. Rosi ta  Waroy  Kaple le  ;

4. Har  Mokodompis ,  S.Sos.  ;

5. Lukas  Senggih  ;

6. Bahwa nama- nama nomor  1 sampai  dengan  5 pos i t a  5 di  atas  

te l ah  di l an t i k  sebaga i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  dan  

dalam  per ja l anannya  ada  anggota  yang  berhent i  atau  

mengundurkan  di r i  seh ingga  anggota  KPU bers i sa  3  ( t i ga )  

orang  sesua i  dengan  keten tuan  Undang- Undang  No.  22  Tahun  

2007  Tentang  Penye lengga ta  Pemi lu ,  Pasa l  29  Ayat  (1 ) ,  

(2 ) ,  dan (3 )  huru f  c ;

7. Bahwa sesua i  dengan  keten tuan  UU No.  22  Tahun  2007  Pasal  

30 Ayat  (1 )  “ Pemberhent i an  anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  

KPU  Kabupaten /Ko ta   yang  te l ah  memenuhi  keten tuan  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  29  ayat  (2 )  huru f  a,  

huru f  b,  huru f  c,  huru f  f ,  dan  huru f  g  didahu lu i  dengan  

ver i f i k a s i  o leh  Dewan Kehormatan  atas  rekomendas i  Bawaslu  

atau  pengaduan  masyaraka t  dengan  iden t i t a s  yang  je l as ”  

Pasal  30 Ayat  (2 )  ” Dalam proses  pemberhent i an  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  

KPU Kabupaten /Ko ta  harus  dibe r i  kesempatan  untuk  membela  

di r i  d i  hadapan  Dewan Kehormatan ”  ;

8. Ketua  KPU Kabupaten  Sarmi  Drs .  Hermanus  Korare i  sek i t a r  

bu lan  januar i  2010  menyura t i  Ketua  KPU Prov ins i  Papua 

yang  pada  pokoknya  meminta  di l akukan  pergan t i an  anta r  

waktu  (PAW)  v ide  Pasal  29  Ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  22  

Tahun 2007 menyatakan  ” Anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan KPU 

Kabupaten /Ko ta  berhen t i  anta rwak tu  karena  :  a) .  Meningga l  

Dunia ,  b) .  Mengundurkan  Di r i  ;  atau  c) .  Diberhen t i k an ” .  

Terhadap  kekosongan  yang  te r j ad i  da lam  kepengurusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum  (KPU)  Kabupaten  Sarmi  yang  

6
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disebabkan  1 (sa tu )  orang  te l ah  meningga l  dun ia  ya i t u  Ibu  

Rosi ta  Waroy  dan  yang  1  (sa tu )  orang  lag i  karena  merasa  

te l ah  melanggar  kode  et i k  ya i t u  Saudara  Har  Mokodompis .  

Ketua  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  

mengusu lkan  agar  kekosongan  te rsebu t  d i i s i  sesua i  nomor  

daf ta r  tunggu  ber i ku tnya ,  yakn i  Saudar i  Else  Merne  dan  

Ridwan Iman Kalewar  sebaga imana  dimaksud  dalam pen je lasan  

Pasal  29  (4)  menyatakan  ” Untuk  menggant i kan  Anggota  KPU,  

KPU Prov ins i ,  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  yang  berhen t i  atau  

dibe rhen t i k an  t i dak  dipe r l u kan  lag i  pembentukan  Tim  

Seleks i ” .  fak ta  menyatakan  la i n  karena  kekosongan  yang  

ada  t i dak  d i l akukan  pergan t i an  anta r  waktu  (PAW)  namun 

pihak  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  secara  

diam- diam  dan  secara  sep ihak  berdasarkan  Sura t  KPU 

Prov ins i  Papua  No.  109/P /SET- KPU/ IV /2010  Tentang  

Pemebentukan  Tim  Seleks i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  

te r t angga l  16  Apr i l  2010  dan  has i l  rapa t  p leno  KPU 

Prov ins i  Papua  tangga l  30  Maret  2010  Tentang  Kiner j a  KPU 

Kabupaten  Sarmi  te lah  sewenang- wenang  untuk  melaksanakan  

se leks i  pener imaan  yang  baru  dengan  alasan  dan da l i l  yang  

t i dak  je l as .  Bahwa  sesua i  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  28  Tahun  2010  

Tentang  Pemberhent i an  Antar  Wakt i  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Sarmi  tangga l  1  Jun i  2010  

memutusakan  memberhent i kan  4  (empat )  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  masa jaba tan  2008- 2013  yakn i  :  Hermanus  

Korare i ,  Rosi ta  Waroy  Kaple le ,  Lukas  Senggih  dan  Har  

Mokodompis ,  S.Sos.  dan Penggugat  dinya takan  te tap  sebaga i  

anggota  KPU.  Hal  in i  d idasarkan  atas  has i l  ver i f i k a s i  

yang  di l akukan  oleh  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua ;

9. Bahwa  guna  mengetahu i  ten tang  kepast i an  hukum mengenai  

sta tus  Penggugat  sebaga i  anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  masa 

jaba tan  2008- 2013  sesua i  has i l  ver i f i k a s i  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua  yang  menyatakan  Penggugat  

masih  te tap  sebaga i  anggota ,  maka  pada  tangga l  7  Jun i  

2010 Penggugat  bersama dengan  Bapak  Drs .  Hermanus  Korare i  

(Mantan  Ketua)  ber temu  dengan  sa lah  satu  pengurus  KPU 

Hal .  7 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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Prov ins i  d i  ked iamannya  sek i t a r  jam 7.30  WIP yakn i  Bapak  

Cip to ,  dan  menyampaikan  kepada  kami  bahwa  dar i  has i l  

pe lno  yang  di l akukan  KPU Prov ins i  Papua  bahwa 4  (empat )  

orang  di  PAW dan  Penggugat  dinya takan  te tap  menjad i  

Anggota  ;

10. Bahwa  leb ih  je l as  lag i  mengenai  s ta tus  Penggugat  yang  

te tap  menjad i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi ,  Kepala  Kesbang  

Pemda Kabupaten  Sarmi  (Bapak  Pie te r  Werinussa)  dan  Waki l  

Ketua  DPRD  Kabupaten  Sarmi  (Bapak  Paul  Palege)  

menyampaikan  hal  te r sebu t  d ihadapan  pub l i k  Sarmi  pada  

saat  pe lan t i k an  Sekda Kabupaten  Sarmi  ;

11. Bahwa  yang  leb ih  mengherankan  dan  te rasa  aneh  bag i  

Penggugat  adalah  mengapa  Penggugat  yang  sudah  dinya takan  

masih  te tap  menjad i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  sesua i  

has i l  ver i f i k a s i  dan  rekomendas i  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Papua  dan  juga  te l ah  dike tahu i  o leh  Muspida  

Kabupaten  Sarmi  dan pub l i k /masyaraka t  Sarmi ,  namun kenapa  

Penggugat  masih  dipe r i n t ahkan  Waki l  Ketua  DPRD Kabupaten  

Sarmi  untuk  mengiku t i  se leks i  u lang  sebaga i  fo rma l i t a s  

dengan  dal i h  untuk  mengelabu i  masyaraka t  sarmi ,  karena  

dar i  5 ( l ima )  orang  Anggota  KPU Sarmi  masa jaba tan  2008-

2013,  4  (empat )  orang  te lah  dibe rhen t i k an  dan  hanya  

Penggugat  send i r i  yang t i dak  d ibe rhen t i k an  ;

12. Bahwa sesua i  keten tuan  Pasal  31 Ayat  (4 )  ” Dalam hal  sura t  

keputusan  pengak t i f a n  kembal i  sebaga imana  d imaksud  pada  

ayat  (3 )  t i dak  d i t e rb i t k an  dalam  waktu  pal i ng  lama  30  

( t i ga  puluh)  har i ,  dengan  send i r i n ya  anggota  KPU,  KPU 

Prov ins i ,  atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  d inya takan  akt i f  

kembal i ” .  Pasa l  31  Ayat  (5 )  ”Da lam  hal  anggota  KPU,  KPU 

Prov ins i ,  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  yang  dinya takan  t i dak  

te rbuk t i  bersa lah  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (3 )  dan  

ayat  (4 ) ,  d i l akukan  rehab i l i t a s i  nama anggota  KPU,  KPU 

Prov ins i ,  atau  KPU Kabupaten /Ko ta  yang  bersangku tan ”  ;

13. Bahwa  sete lah  kurang  leb ih  5  ( l ima)  bu lan  Penggugat  
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menunggu  kepas t i an  ten tang  sta tus  hukum keanggotaan  KPU 

Kabupaten  Sarmi  yang  t i dak  je l as  apa lag ia  dengan  adanya  

pelan t i k an  anggota  yang  baru  pada  tangga l  16  Agustus  

2010,  maka  kembal i  ha l  in i  Penggugat  tanyakan  kepada  

sa lah  satu  Anggota  Dewan  Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua  

yakn i  Bapak  Budi  Setyan to ,  SH.  di  ked iamannya  pada  

tangga l  20 Agustus  2010 sek i t a r  jam 20.00  WIP dan jawaban  

dar i  Bapak  Budi  Setyan to ,  SH.  mengatakan  Penggugat  

berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  Dewan  Kehormatan  t i dak  

te rbuk t i  bersa lah  dan  te tap  diak t i f k an  kembal i  o leh  KPU 

Prov ins i  Papua ;

14. Bahwa  dengan  d i t e rb i t k annya  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua Nomor  :  55 Tahun 2010  

Tentang  Pemberhent i an  dan Pengangkatan  Antar  Waktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  14  Agustus  

2010,  Penggugat  merasa  sangat  d i l ecehkan  dan  di rug i kan  

karena  hal  in i  merupakan  t i ndakan  pembunuhan  charak te r  

dan hak- hak  pol i t i k  Penggugat  ;

15. Bahwa  dar i  fak ta  hukum  te rsebu t  d i  atas  te l ah  cukup  

membukt i kan  bahwa penerb i t an  Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  

Papua  a  quo  dapat  d ikua l i f i s i r  melanggar  pera tu ran  

perundang- undangan  Pasa l  53 Ayat  (2 )  huru f  a dan b UU No.  

5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dan  

Azas- azas  Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  yakn i  Azas  

Kepast i an  Huku,  Ter t i b  penye lenggaraan  negara ,  

Kepent i ngan  Umum,  Keterbukaan ,  Propors i ona l i t a s ,  

Profes iona l i sme  dan  Akuntab i l i t a s  ser ta  melanggar  

Pr ins i p - pr ins i p  Hukum  Admin is t r a s i  Negara  yakn i  

Kewenangan,  Prosedura l  dan Substans i  ;

16. Bahwa t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t kan  objek  sengketa  

a  quo  se la i n  melanggar  UU No.  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggara  Pemi lu  juga  ber ten tangan  dengan  Asas  

Kepast i an  Hukum dan  Asas  Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara  

sesua i  dengan  Pasa l  3  UU No.  28  Tahun  1999  Tentang  

Penye lenggaraan  Negara  yang  Bers ih  dar i  Korups i ,  Kolus i  

dam  Nepot i sme.  Hal  in i  sesua i  dengan  teo r i  hukum 
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”menyatakan  bahwa  asas- asas  undang- undang  ada lah  

jan tungnya  pera tu ran  (Sat j i p t o  Rahar jo ,  hukum da lam jagad  

kete r t i b an ,  2006,  h lm.  128)  atau  suatu  hal  yang  dianggap  

oleh  masyaraka t  hukum sebaga i  bas ic  t ru t h ,  sebab  mela lu i  

asas  hukum per t imbangan  et i s  dan  sos ia l  masyaraka t  masuk  

ke  da lam hukum dan  menjad i  sumber  menghidup i  n i l a i - n i l a i  

et i s  (E l l y da r  Chaidar ,  Hukum  Perband ingan  Konst i t u s i ,  

2010,  h lm.  67)  ;

17. Pada  dasarnya  set i ap  t i ndakan  atau  perbuatan  

Penye lenggara  Negara  in  casu  KPU  Prov ins i  Papua 

berpedoman  pada  Azas- azas  Hukum Admin is t r a s i  atau  Hukum 

Tata  Pemer in tahan  ya i t u  :

a.  Azas  Rechts taa t  ;

b.  Azas  Wetmat ighe id  van Bestuur  ;

c.  Azas  Rechtmat i ghe id  van Bestuur  ;

Dalam  melakukan  perbua tan  atau  t i ndakan  penye lenggara  

negara  ket i ga  azas  te rsebu t  mut lak  harus  d iap l i k a s i k an  

atau  d i imp lementas i kan  dalam  mewujudkan  penye lenggaraan  

negara  yang  menganut  dan  menjun jung  pr ins i p  negara  

hukum ;

1.  

Makna  Azas  Rechts taa t  da lam  penye lenggaraan  negara  

ya i t u  bahwa  sega la  t i ndakan /pe rbua tan  penye lenggara  

negara  in  casu  KPU harus  menjun jung  pr ins i p  negara  

hukum Indones ia  sebaga imana  te rcan tum  da lam  Pasa l  1  

Ayat  (3 )  UUD 1945  yang  mengandung  ar t i  harus  menjamin  

2 ha l  ya i t u  :

• Jaminan  Kepast i an  Hukum ;

• Jaminan  akan  kead i l an  ;

2. Makna Wetmat ighe id  van  Bestuur  ya i t u  bahwa  kewenangan  
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set i ap  penye lenggara  negara  past i  d ia tu r  da lam 

pera tu ran  perundang- undangan  in  casu  UU No.  22  Tahun  

2007  dan  hanya  boleh  melakukan  perbua tan  yang  

di ten tukan  dalam pera tu ran  perundang- undangan  ;

3. Makna  Rechtmat i ghe id  van  Bestuur  ar t i n ya  pe laksanaan  

kewenangan  pada  set i ap  penye lenggara  negara  harus  

meru juk  pada  n i l a i - n i l a i  yang  baik  yang  hidup  dalam 

masyaraka t  da lam  ha l  in i  Azas- azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  (AAPB)  ;

Dar i  ura ian  di  atas  dapat  d iambi l  kes impu lan  bahwa 

”apab i l a  ada  perbua tan  penye lenggara  negara  yang  t i dak  

berpedoman  pada  t i ga  azas  te rsebu t  adalah  ” t i d ak  sah”  

atau  t i dak  mempunyai  kekuatan  hukum mengika t  a l i as  dapat  

d ikesampingkan  sa ja ”  ;

19. Bahwa menginga t  keten tuan  Pasa l  67 Ayat  (2 )  Undang- Undang  

No.  5 Tahun 1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  

menyebutkan  bahwa  ”Penggugat   dapat  mengajukan  

permohonan   agar   pe laksanaan   Keputusan   Tata  Usaha  

Negara   i t u   d i t unda   se lama  pemer iksaan   sengketa   Tata  

Usaha   Negara  sedang   ber ja l an ,   sampai   ada   putusan  

Pengad i l an   yang  mempero leh   kekuatan  hukum te tap ”  dan  

keten tuan  Pasal  67  Ayat  (4 )  huru f  a  yang  menyebutkan  

bahwa  ”  dapat   d ikabu l kan   hanya   apab i l a   te rdapa t  

keadaan   yang   sangat  mendesak  yang  mengak iba t kan  

kepent i ngan  penggugat  sangat  d i rug i kan  j i ka  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  yang  diguga t  i t u  te tap  d i l aksanakan”  ;

20.

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Penundaan  di  atas  menuru t  

hemat  Penggugat  adalah  karena  KPU sebaga i  lembaga  yang  

berwenang  menyiapkan  dan  melaksanakan  tahapan- tahapan  

pemi lu ,  a langkah  nai fnya  apab i l a  da lam  lembaga  KPU 

send i r i  te rdapa t  pe langgaran  dan  peny impangan  dalam 

proses  pemi l i han  anggota  KPU  te tap i  te tap  akan  

mempers iapkan  dan  melaksanakan  Pemi l i han  Umum Kepala  
Hal .  11 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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Daerah  Kabupaten  Sarmi ,  yang  berdampak  pada  proses  

pembodohan publ i k  ser ta  merug ikan  Penggugat  ;

Bahwa  berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian - ura ian  dan  fak ta -

fak ta  di  atas ,  Penggugat  mohon  agar  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  mela lu i  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  untuk  

mener ima  pernohonan  kami  dan se lan ju t nya  menja tuhkan  Putusan  

:

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan  permohonan  penundaan  pe laksanaan  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  

2010  Tentang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Anta r  Waktu  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  14  

Agustus  2010,  sampai  ada  Putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  yang  berkekua tan  Hukum Tetap  ( ink rach t  van  

gewi j sde )  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan   bata l   atau   t i dak   sah   Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  

Tahun  2010  Tentang  Pemberhent i an  dan  Pengangka tan  Anta r  

Waktu  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  

14  Agustus  2010  ;

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  

Tahun  2010  Tentang  Pemberhent i an  dan  Pengangka tan  Anta r  

Waktu  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  

14  Agustus  2010  ;

4. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  menetapkan  dan  melant i k  
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Penggugat  sebaga i  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  masa 

jaba tan  2008- 2013  ;

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;

Atau  j i k a  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  perkara  in i  berpendapat  

la i n ,  mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  berdasarkan  

“Ketuhanan  Yang Maha Esa” .

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te lah  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  21  Desember  

2010,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa  secara  tegas  Tergugat  menolak  gugatan  Penggugat  dan  

se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  da lam 

sura t  gugatan ,  te r kecua l i  yang  secara  tegas  dan  eksp l i s i t  

d iaku i  kebenarannya  oleh  Terguga t  ;

1. Jawaban dan Tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  1 ;

Bahwa benar  yang  menjad i  ob jek  sengketa  da lam perkara  in i  

ada lah  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  14  Agustus  

2010 

2. Jawaban dan Tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  2 ;

Bahwa te rka i t  dengan  dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  

gugatan  masih  da lam  tenggang  waktu  ha l  in i  t i dak  per lu  

Tergugat  tanggap i ,  karena  Tergugat  yak in  Pengad i l an  akan  

secara  kons i s t en  menerapkan  pera tu ran ,  khususnya  yang  

berka i t an  dengan  keten tuan  tenggang  waktu  penga juan  

Hal .  13 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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gugatan  ;

3. Jawaban dan Tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  3 ;

Bahwa  te rka i t  dengan  apakah  objek  sengketa  merupakan  

keputusan  TUN  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l ,  t i dak  per lu  Terguga t  tanggap i  karena  hal  in i  

merupakan  domain  dar i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  

menafs i r kannya  ;

4. Jawaban dan Tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  4 ;

Bahwa untuk  menanggap i  da l i l - da l i l  Penggugat  da lam  po in  

gugatan  di  atas  Tergugat  membenarkan  dal i l  Penggugat  

hanya  te rka i t  ha l  keanggotaan  Penggugat  dan  kawan- kawan 

sebaga i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  dan  Tergugat  menolak  

dal i l  se leb ihnya  dan  akan  menje laskannya  pada  poin  

jawaban  te rka i t  da l i l  Penggugat  se lan ju tn ya  ;

5. Jawaban dan tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  7 dan 8 ;

Bahwa apa  yang  di l a l i l k a n  oleh  Penggugat  angka  7  benar  

adanya  dan  Tergugat  sebe lum  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

nomor  28  tahun  2010  ten tang  pemberhent i an  anta r  waktu  

anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  te l ah  membentuk  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  dan  melaksanakan  s idang  Dewan 

Kehormatan  yang  te l ah  memanggi l  anggota  KPU Kabupaten  

Sarmi  te rmasuk  Penggugat  untuk  dimin ta i  kete rangannya  

te rka i t  adanya  sura t - sura t  pengaduan  dar i  panwas lu  dan  

masyaraka t  Kabupaten  Sarmi  yang  diwak i l i  o leh  lembaga-

lembaga  kemasyaraka tan  yang  mengadukan  ten tang  buruknya  

k ine r j a  anggota  KPU Sarmi  yang  notabene  Penggugat  ada  

dida lamnya.  Berdasarkan  has i l  s idang  Dewan  Kehormatan  

maka  te rb i t l a h  Sura t  Keputusan  Nomor  28  tahun  2010  

ten tang  pemberhen t i an  anta r  waktu  anggota  KPU Kabupaten  
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Sarmi  te rsebu t ,  dan  se lan ju t nya  KPU  Prov ins i  Papua 

membentuk  t im  se leks i  pener imaan  anggota  baru  KPU 

Kabupaten  Sarmi  karena  te rnya ta  nama- nama yang  ada  da lam 

daf ta r  tunggu  te lah  t i dak  memenuhi  syara t  dan t i dak  layak  

untuk  di l an t i k  sebaga i  anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  anta r  

waktu  ;

6. Jawaban dan tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  9 dan 10 ;

Bahwa te rhadap  da l i l  Penggugat  po in  in i  t i dak  ada  yang  

per l u  untuk  Tergugat  menanggap inya  ;

7. Jawaban  dan  tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  

Pengggugat  angka  11 ;

Bahwa  jus t r u  sangat l ah  mengherankan  j i k a  da l i l  in i  

d isampaikan  oleh  Penggugat  yang  dalam  dal i l  sebe lumnya  

mengetahu i  dan sangat  yak in  bahwa Penggugat  masih  anggota  

KPU Kabupaten  Sarmi  mengapa  jus t r u  Penggugat  mendaf ta r  

dan  iku t  da lam  se leks i  yang  d iadakan  pasca  PAW anggota  

KPU Kabupaten  Sarmi (SK  28  tahun  2010) , yang  mana  hal  

te rsebu t  yakn i  ke iku t  ser taan  Penggugat  da lam pendaf ta r an  

se leks i  pener imaan  anggota  baru  KPU  Kabupaten  Sarmi  

penggant i  anta r  waktu  harus lah  di t a f s i r k an  sebaga i  

pengunduran  di r i  Penggugat  dar i  keanggotaan  KPU Kabupaten  

Sarmi  ;

8. Jawaban dan tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  12 dan 13 ;

Bahwa  apa  yang  di l i l k a n  Penggugat  da lam  poin  12  benar  

adanya,namun dika renakan  menuru t  Terguggat  t i dak  ada yang  

per l u  untuk  di rehab i l i t a s i   ataupun  diak t i f k an  kembal i  

o lehnya  maka  Tergugat  t i dak  melakukan  hal  te rsebu t , dan  

untuk  dal i l  Penggugat  se leb ihnya  Tergugat  t i dak  per lu  

untuk  menanggap inya  ;

9. Jawaban dan tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  14,15 ,16 ,dan  17 ;
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Bahwa  te rka i t  da l i l - da l i l  Penggugat  da lam  poin - poin  

dia tas  maka  Tergugat  akan  mengura i kan  dan  menje laskan  

secara  krono log i s  proses  pemberhen t i an  dan  pengangka tan  

anta r  waktu  anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  sebaga imana  te lah  

Terguuga t  sampaikan  dalam pers idangan  yang  te rka i t  dengan  

Penggugat  atas  nama Else  Merne  dkk  dalam  perkara  nomor  

36/G/2010 /PTUN JPR,  sebaga i  ber i ku t  :

1. Pasal  22E Amandemen Undang- undang Dsar  1945 ;

2. Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2003  ten tang  Pemi l i han  

Umum Anggota  Dewan Perwak i l an  Rakyat ,Dewan  Perwak i l an  

Daerah  dan Dewan Perwak i l an  Rakyat  Daerah  ;

3. Keputusan  Pres iden  RI  Nomor  70  Tahun  2001  ten tang  

pembentukan  Kelembagaan  KPU ;

4. Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggaraan  Pemi lu .

Terka i t  dengan  sy tem,mekan isme,p rosedur  pengangkatan  dan  

penggant i aan  anta r  waktu  in i , k am i  sampaikan  ten tang  

penggant i an  anta r  waktu  yang  di l akukan  te rhadap  Anggota  

KPU Sarmi , sebaga i  ber i ku t  :

1. Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  se jak  te rben tuknya  

ke lembagaan  KPU berdasarkan  Undang- undang  Nomor  12 

Tahun  2003  ten tang  Pemi l i han  Umum Anggota  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat ,Dewan  Perwak i l an  Daerah  dan  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  dan  Undang- undang  Nomor  22  

Tahun  2007  ten tang  Penye lenggaraan  Pemi lu  te l ah  

di l akukan  dua ka l i  penggant i an  anta r  waktu  karena  :

- Ketua  dan  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  

sebe lumnya,a tas  nama  Simson  Muarsarsa r , c s  

dinya takan  te rbuk t i  sah  dan  menyak inkan  melakukan  

pelanggaran  te rhadap  asas- asas  dan  kode  et i k  

penye lenggaraan  pemi lu .

2. Untuk  t i dak  mengulang i  k ine r j a  yang  buruk  te rsebu t ,KPU  

Prov ins i  Papua  atas  rekomendas i  KPU d i  Jakar ta  segera  

melakukan  penggant i an  anta r  waktu  te rhadap  Ketua  dan  
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Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  atas  nama  Simson  

Muarsarsa r , c s  .Maka  atas  petun juk  KPU Pusat  ser ta  

berdasarkan  kond is i  obyek t i f  yang  te r j ad i , KPU  Prov ins i  

Papua  mela lu i  p leno  memutuskan  untuk  melakukan  

penggant i an  anta r  waktu  d iawa l i  dengan  pembentukkan  

t im  se leks i  yang  mekanisme  pembentukannya  berdasarkan  

pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  .mela lu i  t im  

se leks i  in i  Kabupaten  Sarmi  hanya  menghas i l k an  5 ca lon  

anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  per iode  2004- 2008  walaupun  

sesua i  keten tuan  t im  se leks i  harus  menyampaikan  10  

orang  namun  ca lon  la i nnya  t i dak  memenuhi  syara t  

seh ingga  hanya  9 orang  yang  d inya takan  memenuhi  syara t  

dan  disampaikan  ke  KPU Prov ins i  Papua  untuk  mengiku t i  

u j i  ke layakan  dan  kepatu tan ,dan  dar i  9  orang  ca lon  

anggota  KPU  penggant i an  anta r  waktu  te rsebu t  KPU 

Prov ins i  Papua  menetapkan  5orang  ca lon  te rp i l i h  

penggant i an  anta r  waktu  anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  

per i ode  2003- 2008 atas  nama :

1. Rosi ta  Waroy  Kaple le  ;

2. Else  Merne ;

3. Ste fanus  Ama ;

4. Ridwan Iman Kalewar  ;

5. Thomas Imbi r i  ;

Selama  pe laksanaan  tugas ,wewenang  dan  tanggung  jawabnya  

sebaga i  penye lenggara  Pemi lu ,Ke tua  dan  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  penggant i an  anta r  waktu  juga  menunjukk jan  

k ine r j a  yang  buruk , sa l ah  satunya  ada lah  te rka i t  dengan  

program, tahapan  jadwa l  waktu  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  baik  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  

maupun Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Sarmi .

Sete lah  berakh i r  masa  keanggotaan  KPU Kabupaten  Sarmi  

per i ode  2003- 2008,o leh  KPU Prov ins i  Papua  berdasarkan  

undang- undang  No.22  Tahun  2007  sebaga imana  te rsebu t  

Hal .  17 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dia tas  membentuk  t im  se leks i  da lam  rangka  melakukan  

se leks i  ca lon  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  2008- 2013.

Tim  se leks i  ca lon  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  te l ah  

beker j a  berdasarkan  undang- undang  te rsebu t  dan  Pera tu ran  

KPU Nomor  13 Tahun 2007 ten tang  Tata  Cara  Seleks i  Anggota  

KPU,KPU  Prov ins i  Kab/Kota .T im  se leks i  se lan ju t nya  

menyampaikan  9  orang  ca lon  A nggota  KPU Kabupaten  Sarmi  

Per iode  2008- 2013,mas ing - masing  atas  nama :

1) .  Else  Merne ;

2) .  Herman Korarey  ;

3) .  Ridwan Iman Kalewar  ;

4) .  Rosi ta  Waroy  ;

5) .  Thomas Imbi r i  ;

6) .  Bi thsae l  Maraou ;

7) .  Stepanus  Ama ;

8) .  Har  Bahar  MokoDompi t  ;

9) .  Lukas  Senggi  ;

Kesembi lan  Calon  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  sete lah  

mengiku t i  u j i  ke layakan  dan  kepatu tan  oleh  KPU Prov ins i  

Papua  dan  5  orang  yang  dinya takan  lu l us  dan  di te t apkan  

sebaga i  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  Per iode  2008-

2013,Mas ing - masing  atas  nama :

1.  Drs .Herman Korarey  ;

2.  Rosi ta  Waroy  Kaple le  ;

3.  Lukas  Senggi  ;

4.  Thomas Imbi r i  ;

5.  Har  Bahar  Mokodompi t ,S . sos  ;

Sedangkan  4 orang  la i nnya  masing- masing  atas  nama:

18
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1.  Else  Merne ;

2.  Ridwan Iman Kalewar  ;

3.  Bi thsae l  Maraou  ;

4.  Stepanus  Ama ;

sebaga i  daf ta r  tunggu.

Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  Per iode  2008- 2013  sebaga imana  

te rsebu t  d ia tas  se jak  d i l an t i k  dan  melaksanakan  tugasnya  

banyak  seka l i  te rbuk t i  melakukan  pe langgaran  te rhadap  

asas- asas  dan  Kode  Et i k  Penye lenggaraan  Pemi lu  

leg i s l a t i v e , pemi l u  Pres iden  dan Waki l  Pres iden  Tahun 2009  

seh ingga  d i remondas ikan  oleh  Dewan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Papua  untuk  di l akukan  penggant i an  anta r  waktu  

sesua i  laporan /pengaduan  masyaraka t  dan  panwas lu  

Kabupaten  Sarmi .

Adapun  pelanggaran  te rhadap  asas- asas  penye lenggaraan  

pemi lu  yang  te l ah  di l akukan  anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  

per i ode  te rsebu t  ada lah  te l ah  t i dak  melakukan  regu las i  

anggaran  yang  memuat  perk i r aan  harga  atas  log i s t i c  yang  

menjad i  keper l uan  KPU  Kabupaten  Sarmi  da lam 

menyelenggarakan  pemi lu  seh ingga  hal  yang  berka i t an  

dengan  pengadaan  keper l uan  log i s t i c  te rsebu t  te l ah  

melanggar  prosedur  yang  dia tu r  da lam Keppres  No.80  Tahun  

2003seh ingga  te r j ad i  manipu las i  dan  penye lewengan  dalam 

penggunaan  anggaran  Negara  te rsebu t , dan  sebaga i  

penye lenggara ,anggo ta  KPU Kabupaten  Sarmiper i ode  te rsebu t  

juga  te l ah  te rbuk t i  banyak  melakukan  pemin jaman-

pemin jaman  dana  dar i  para  ca lon  leg i s l a t i v e  yang  sudah  

barang  ten tu  adalahha l  yang  sangat  memalukan  dan ten tunya  

dapat  menjad i  pe luang  untuk  berko lus i  dan  korups i  yang  

je l as  t i dak  lag i  dapat  menegakkan  idependens i  KPU dalam 

tugasnya  sebaga i  penye lenggara  pemi lu .Ha l  in i  je l as - je l as  

melanggar  pasa l  2  UU RI  Nomor  22  tahun  2007  yakn i  asas  

mandi r i ,  ju j u r ,  ad i l ,  te r t i b  penye lenggara  pemi lu ,  

kepent i ngan  umum,  kete rbukaan ,  propors i ona l i t a s ,  

akuntab i l i t a s ,  ef i s i ens i  dan efek t i f i t a s .

Hal .  19 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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Karena  keanggotaan  KPU ada lah  bers i f a t  ko lek t i f  maka hal -

ha l  yang  te rka i t  dengan  penye lenggaraan  dan  

per tanggung jawabannya  ada lah  per tanggung jawaban  yang  juga  

bers i f a t  ko lek t i f . Dan  berdasarkan  hal  te rsebu t  KPU 

Prov ins i  seka l i pun  tanpa  mela lu i  Dewan  Kehormatan ,  

berdasarkan  Undang- undang  memi l i k i  kewenangan  untuk  

memberhent i kan  dan  mengangkat  anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  

demi  menjaga  kred ib i l i t a s  dan  independens i  KPU sebaga i  

penye lenggara  pemi lu /pemi l ukada .

Dengan  data  dan  fak ta  yang  ada  maka  KPU Prov ins i  Papua  

memutuskan  untuk  melakukan  penggant i an  anta r  waktu  

se lu ruh  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  per iode  2008- 2013  dan  

membentuk  t im  se leks i  guna  mempero leh  Calon  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  yang  memenuhi  syara t  Pro fes i ona l  dan  

Akuntabe l  da lam rangka  menyelenggarakan  Pemi lu  yang  baik  

di  Kabupaten  Sarmi .

Dan  te rka i t  Penggugat  ser ta  apa  yang  dida l i l k a n  dengan  

mengut ip  El l yda r  Chaidar  dalam bukunya  hukum perband ingan  

kons t i t u s i  “sua tu  hal…. . , sebab  mela lu i  asas  hukum 

per t imbangan  et i s  dan  sos ia l  masyaraka t  masuk  keda lam 

hukum  dan  menjad i  sumber  menghidup i  n i l a i - n i l a i  

et i s ” . J us t r u  ha l - ha l  yang  masuk kategor i  melanggar  ni l a i -

n i l a i  et i ka  soc ia l  masyaraka t  yang  konon  o leh  Penggugat  

dida l i l k an  sebaga i  hukum yang  menjad i  sumber  ni l a i - n i l a i  

et i s  te l ah  di l anggar  oleh  anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  

dimana  Penggugat  sebaga i  bagian  dar i  keanggotaan  te rsebu t  

da lam  menja lankan  tugas  sebaga i  anggota  lembaga  yang  

te rho rmat  dan  bermar taba t .Mkaka  proses  yang  akan  o leh  

Tergugat  te rka i t  Sura t  Keputusan  Nomor  28  tahun  2010  

te r t angga l  1 jun i  2010  dan  Sura t  Keputusan  Nomor  55  tahun  

2010te r t angga l  14  Agustus  2010  ada lah  sebaga i  jawaban  

atas  kepas t i an  hukum  dan  pemenuhan  “Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  baik ,  yakn i  asas  Kepast i an  Hukum,  

Ter t i b  Penye lenggaraan  Negara ,  Kepent i ngan  Umum, 

Keterbukaan ,  Propors i ona l i t a s ,  Profes iona l i sme ,  dan  

Akuntab i l i t a s ”  ser ta  pemenuhan  asas- asas  yang  dida l i l k an  

Penggugat  da lam poin  17 ;
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10. Jawaban  dan tanggapan  Tergugat  te rhadap  gugatan  Penggugat  

angka  19 dan 20 ;

Bahwa  sebaga imana  ura ian  da l i l - da l i l  Terguga t  d ia tas  

sesungguhnya  t i dak  patu t  j i k a  Pengugat  mengajukan  

permohonan  penundaan  kepada  Maje l i s  Hakim  sebaga imana  

yang  dida l i l k an  dalam  gugatannya  bahwa  karena  keadaan  

mendesak  yang  akan  merug ikan  kepent i ngan  Penggugat  j i ka  

keputusan  Tata  Negara  yang  diguga t  (da lam  hal  in i  adalah  

keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Nomor  55  

Tahun  2010  ten tang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  anta r  

waktu  anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Sarmi  

te r t angga l  14  Agustus  2010) .  Disebabkan  da lam  hal  in i  

bukan  kepent i ngan  Penggugat  yang  di rug i kan  te tap i  jus t r u  

seba l i k nya  kepent i ngan  umum masyaraka t  Kabupaten  Sarmi  

lah  yang  akan  di rug i kan  j i k a  Penggugat  te tap  memaksakan  

kehendaknya  untuk  te tap  duduk  sebaga i  anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  yang  mana te l ah  nyata  t i dak  mendapatkan  

s impat i  dar i  masyaraka t  d i  Kabupaten  Sarmi .Dan  sega la  

prosedur  te r ka i t  pemberhent i an  anta r  waktu  te l ah  Tergugat  

lakukan  sesua i  pera tu ran  yang  ber laku .

Sehingga  berdasarkan  ura in  Tergugat  d ia tas  patu t l ah  j i k a  

Tergugat  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  menolak  

permohonan penundaan  yang  d ia j ukan  Penggugat  ;

Berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  dalam jawaban  

dan  tanggapan  Tergugat ,mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  mela lu i  Hakim  pemer iksa  perkara  

Tata  Usaha Negara  Nomor :  46/G/2010 /PTUN- JPR untuk  :

Dalam Penundaan :

Menolak  Permohonan  Penggugat  untuk  Penundaan  Pelaksanaan  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Nomor  55 

Tahun  2010  ten tang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan   anta r  

waktu  anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Sarmi  

te r t angga l  14 Agustus  2010 ;

Dalam Pokok Perkara  :

Hal .  21 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  dan/a tau  

set i dak - t i daknya  gugatan  t i dak  dapat  d i te r ima  dan/a tau  

gugatan  dinya takan  gugur  demi  hukum ;

2. Menolak  dal i l - da l i l  Penggugat  karena  t i dak  berdasar  dan  

ber landaskan  pada  fak ta  kebenaran  dan  keten tuan  hukum 

yang  ber l aku  ;

3. Menyatakan  sah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  

Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  ten tang  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  anta r  waktu  anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Sarmi te r t angga l  14 Agustus   2010 ;

4. Menetapkan  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Maje l i s  Hakim  te l ah  memanggi l  p ihak  ke  3  ( t i ga )  ya i t u  

Hesk ie l  Mansi ,  SE. ,  Frans i skus  Anton ius  Letso in ,  Max Fred ik  

Warinusa ,  SH. ,  Ferd inand  Frans iscus  Yawan,  SE.  dan  Iman  H.  

Kel iwar  yang  namanya te rcan tum dalam objek  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  08  Desember  2010 te l ah  

masuk  permohonan  pihak  ke  3 ( t i ga )  untuk  iku t  ser ta  sebaga i  

sa lah  satu  p ihak  dalam  sengketa  in i  dan  te l ah  dida f t a r  d i  

Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dengan  

Nomor  :  46/ INT/2010 /PTUN.JPR,  yang  dia jukan  mela lu i  Kuasanya  

Budi  Setyan to ,  SH.  dan  Hermawat i  Koenta r i an i ,  SH,  dan  atas  

permohonan  Para  Pemohon  In te r vens i  te r sebu t  Maje l i s  Hakim  

te lah  menja tuhkan  Putusan  Sela  Nomor  :  46/G/2010 /PTUN.JPR 

tangga l  14  Desember  2010  yang  menempatkan  Para  pemohon 

In te r vens i  te rsebu t  sebaga i  Para  Terguga t  I I  In te r vens i  

da lam sengketa  in  casu  ;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  pula  mengajukan  Jawabannya  

te r t angga l  21 Desember  2010,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa  Terguga t  I I  In te r vens i  ada lah  sebaga i  p ihak  yang  

22
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sangat  berkepen t i ngan  dalam  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  

yang  sedang  d ip roses  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  dengan  reg i s t e r  perkara  nomor  :  

46/G/2010 /PTUN.JPR  dika renakan  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  dalam  perkara  te rsebu t  ada lah  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  

2010  ten tang  pemberhent i an  dan  pengangkatan  anta r  waktu  

anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Sarmi  te r t angga l  

14  Agustus  2010,  yang  mana  d ida lam  Sura t  Keputusan  

te rsebu t  menetapkan  para  te rguga t  I I  in te r vens i  sebaga i  

anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Sarmi  anta r  waktu  

per iode  2008- 2013,  maka  sebaga imana  permohonan  para  

Tergugat  I I  in te r vens i  yang  dikabu l kan  dalam Putusan  se la  

Nomor  :  46/G/2010 /PTN.JPR tangga l  21  Desember  2010  masuk  

sebaga i  p ihak  dalam  perkara  in  l i t i s  ;

2. Bahwa demi  mempertahankan  hak  dan  kepent i ngannya ,  maka 

para  Tergugat  I I  in te r vens i  akan  menanggap i  da l i l - da l i l  

Penggugat  dengan  menyampaikan  krono log i s  pener imaan  ca lon  

anggota  KPU pergan t i an  anta r  waktu  Kabupaten  Sarmi  yang  

te lah  di i ku t i  o leh  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  da lam 

se leks i  yang  di l akukan  t im  se leks i  yang  diben tuk  oleh  KPU 

Prov ins i  Papua  sebaga imana  pengumuman tangga l  8- 16  Jun i  

2010  ;

3. Bahwa pada  tangga l  8- 16  Jun i  2010  ada  pengumuman ten tang  

pendaf ta r an  sebaga i  ca lon  pergan t i an  anta r  waktu  anggota  

KPU kabupaten  Sarmi  per iode  2008- 2013,para  Tergugat  I I  

in t e r vens i  ( te r kecua l i  Tergugat  I I  atas  nama  Iman  H.  

Kel iwar ) ,memasukan  persya ra tan  admin is t r a s i  untuk  

mengiku t i  pendaf ta ran  te rsebu t  ;

4. Bahwa  sepengetahuan  para  Tergugat  I I  In te r vens i  

pengumuman  te rsebu t  d ike lua r kan  o leh  Tim  Seleks i  

pergan t i an  anta r  waktu  anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  yang  

beranggo takan  (1 ) .  Drs .  Pi te r  wer inusa ,  (2 ) .  Adol f  
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Waramor i ,MA. ,  (3 ) .  Pdt .  Robby  Dopondoy,  STh. ,  (4 ) .  Eduard  

Dimonmonauw,  ST. ,  (5 ) .  El i sabe t  Bukorp iope r ,  SH.  yang  

beker j a  berdasarkan  Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  

nomor  24  te r t angga l  3  Jun i  2010  ten tang  pembentukan  t im  

se leks i  pergan t i an  anta r  waktu  anggota  KPU Kabupaten  

Sarmi  ;

5. Bahwa dar i  105  orang  jumlah  peser ta  yang  mendaf ta r , y ang  

kemudian  mengembal i kan  berkas  sebanyak  50  orang,yang  

se lan ju t nya  sete lah  mela lu i  se leks i  admin is t r a s i  dar i  

jumlah  50  orang  te rsebu t  yang  memenuhi  syara t  hanya  29  

orang,  te rmasuk  para  Tergugat  I I  in te r vens i ,  dan  has i l  

se leks i  admin is t r a s i  te rsebu t  d iumumkan  pada  tangga l  18  

Jun i  2010  ;

6. Bahwa  se jak  har i  pengumuman  dibe r i kan  waktu  sampai  

tangga l  22Jun i  2010  j i ka  ada  peser ta  yang  kompl in  dan  

merasa  d i rug i kan  atas  pengumuman  has i l  se leks i  

admin is t r a s i  pada tangga l  18 Jun i  2010 te rsebu t ,  dan pada  

tenggang  waktu  te rsebu t  d iumumkan bahwa tes  te r t u l i s  akan  

di l aksanakan  pada  har i  se lasa  tangga l  22  Jun i2010  

ber tempat  di  au la  Badan  Dik la t  Kabupaten  Sarmi , yang  mana 

tes  te rsebu t  d i i ku t i  o leh  29  orang  peser ta  yang  te lah  

lu l us  se leks i  admin i s t r a s i  ;

7. Bahwa has i l  tes  te r t u l i s  te rsebu t  d iumumkan pada  tangga l  

23  Jun i  dan  di l an j u t k an  dengan  ps iko tes  pada  tangga l  24  

Jun i  2010  yang  di l akukan  oleh  UPT Bimbingan  Konse l i ng  

Univers i t a s  Cendrawas ih  dengan  pengu j i  Drs .  Yul i us  

Mataputun ,  MPd.  Cons.  dan  Maike l  Udam,  SPd.  ;

8. Bahwa  sete lah  mela lu i  tahapan  te rsebu t  d ia tas  peser ta  

mengiku t i  tahapan  wawancara  pada  tangga l  25  Jun i  2010  

sampai  se lesa i  dan  pada  malam har i  i t u  juga  diumumkan 

has i l nya  yang  menjar i ng  10  peser ta  da lam  kategor i  10 
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besar  sesua i  pangkat  yang  nama- nama  te rsebu t  d ia jukan  

kepada  KPU  Prov ins i  Papua  untuk  mengiku t i  f i t  and  

proper tes t .  Adapun  uru tan  nama te rsebu t  da lam  10  besar  

ada lah  :  (1 ) .  Danie l  Wanewar  ;  (2 ) .  Frans i skus  Anton ius  

Letso in ;  (3 ) .  Ferd inand  Frans i scus  Yawan,  SE.  ;  (4 ) .  

Hesk ie l  Mansi ,  SE. ;  (5 ) .  Henderson  Ramandey;  (6 ) .  Ismai l  

Insa f ;  (7 ) .  Max Fred ik  Werinusa ,  SH. ;  (8 ) .  Regina  Tan;  

(9 ) .  Ride l  Bison ;  (10) .  Yoseph  Wasis  ;

9. Bahwa sete lah  mengiku t i  f i t  and  proper tes t  te r sebu t  para  

Tergugat  I I  in te r vens i  yang  mengiku t i  se leks i  dan  juga  

Tergugat  I I  in te r vens i  Iman  H.  Kel iwar  yang  sebaga i  

daf ta r  tunggu  mendapatkan  pember i t ahuan  untuk  mengiku t i  

pe lan t i k an  yang  d i l akukan  KPU Prov ins i  Papua pada tangga l  

16  Agustus  2010  dan  mener ima  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua Nomor  55 Tahun 2010 ten tang  

pemberhent i an  pengangkatan  anta r  waktu  anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Sarmi  te r t angga l14  Agustus  

2010  ;

10.

Bahwa  sete lah  beberapa  waktu  kemudian  para  Tergugat  I I  

in t e r vens i   mengetahu i  adanya  gugatan  yang  dia j ukan  o leh  

Sdr .  Else  Merne  dkk  berka i t an  dengan  SK pengangka tan  para  

Tergugat  I I  in te r vens i  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ,  maka  Tergugat  I I  in te r vens i  segera  menanyakan  

per iha l  te rsebu t  karena  dampaknya  berka i t an  dengan  para  

Tergugat  I I  in te r vens i ,  kepada  ketua  KPU Provens i  Papua  

dan  mendapatkan  pen je lasan   bahwa memang benar  Sdr .  Else  

Merne  te lah  mengajukan  gugatan   atas  SK KPU Prov ins i  

Papua no.  55 thn  2010, t e r t angga l  14 Agustus  2010 te rsebu t  

dan  berkenaan  dengan  hal - ha l  yang  merupakan  kewenangan  

pemberhent i an  dan  pengangkatan  anggota  KPU kota / kabupa ten  

merupakan  kewenangan  KPU  Provens i  Papua,  maka  bukan  

kewaj i ban  para  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  menjawab  ;
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11.

Bahwa  walaupun  te rhadap  ha l - ha l  yang  berka i t an  dengan  

kewenangan  sebaga imana  d ia tas  ada lah  kewaj i ban  KPU 

Prov ins i  Papua,  namun karena  gugatan  in i  te rka i t  dengan  

kepent i ngan  para  te rguga t  I I  in te r vens i ,  maka Tergugat  I I  

in t e r vens i  melakukan  pula  upaya  te rka i t  ha l - ha l  yang  

di j e l a s kan  KPU Prov ins i  Papua mengenai  PAW yang  dikenakan  

kepada  Penggugat  ;

12.

Bahwa sebe lum Tergugat  I I  In te r vens i  menyampaikan  hal - ha l  

yang  berka i t an  dengan  alasan  PAW Penggugat ,  per lu  

Tergugat  I I  In te r vens i  sampaikan  bahwa  Penggugat  pada  

waktu  yang  sama dengan  Tergugat  I I  In te r vens i  juga  te lah  

mengiku t i  pendaf ta ran  dan  se leks i  pada  tangga l  8- 16  

Agustus  2010  dan  gugur  atau  t i dak  lu l us  da lam  tes  

te r t u l i s  ;

13.

Bahwa dar i  has i l  penye l i d i k an  dalam  upaya  Para  Terguga t  

I I  In te r vens i  mendapatkan  bukt i ,  bahwa  te rnya ta  secara  

ko lek t i f  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  per iode  2008- 2013  

dimana  Penggugat  juga  sebaga i  bag ian  dalam  lembaga  

te rsebu t  te lah  melakukan  hal - ha l  yang  dika tego r i k an  

mencemarkan  lembaga  KPU Kabupaten  Sarmi  sebaga i  lembaga  

yang  seharusnya  di j aga  kehormatannya  dan  melanggar  kode  

et i k  KPU seh ingga  se lu ruh  elemen  masyaraka t  Kabupaten  

Sarmi  mela lu i  lembaga  sos ia l  kemasyaraka tan  dan  lembaga  

pol i t i k  kepar ta i an  maupun  non  per ta i  menyura t i  Panwaslu  

atau  bahkan  langsung  kepada  KPU Prov ins i  Papua  yang  

meminta  segera  untuk  menggant i  Anggota  KPU Kabupaten  

Sarmi  per iode  te rsebu t  karena  te l ah  banyak  melakukan  

penye lewengan  ;
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14.

Bahwa  adalah  hal  yang  memang  sudah  seharusnya  KPU 

Prov ins i  Papua  lakukan  adalah  menegakkan  kembal i  

kehormatan  dan  martaba t  ser ta  indenpedens i  KPU khususnya  

KPU Kabupaten  Sarmi  sebaga i  lembaga  negara  penye lenggara  

pemi lu  secara  propors i ona l  dan  pro fes i ona l  ;

15.

Bahwa berdasarkan  alasan  yang  di j e l a skan  o leh  ketua  KPU 

Prov ins i  dan  bukt i - bukt i  yang  dikemukakan  bahwa  yang  

mendasar i  KPU Prov ins i  Papua  memPAW Penggugat  ada lah  

karena  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  dimana  Penggugat  

sebaga i  bag ian  di  da lamnya  te l ah  melakukan  kesa lahan  yang  

secara  ko lek t i f  harus  dipe r t anggung  jawabkan  secara  

bersama  ;

16.

Bahwa  dar i  ura ian  yang  d ikemukakan  da lam  jawaban  para  

Tergugat  I I  in te r vens i  dan  sete lah  membaca  dal i l - da l i l  

jawaban  Terguga t ,  a lasan  dan  bukt i  yang  d i t emukan  

seh ingga  KPU Prov ins i  Papua  melakukan  proses  se leks i  

sampai  mengangkat  dan  melan t i k  para  Tergugat  I I  

in t e r vens i  sebaga i  penggant i  anta r  waktu  anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  ada lah  te lah  mengiku t i  prosedur  hukum 

sebaga imana  yang  te l ah  di ten tukan  oleh  perundangan  yang  

ber laku .  Dengan  demik ian  se leks i  yang  te l ah  d i i ku t i  o leh  

para  Tergugat  I I  in te r vens i  sampai  pada  pengangka tan  dan  

pelan t i k annya  adalah  sah  ;

17.

Bahwa  karena  apa  yang  te lah  dikemukakan  oleh  Penggugat  

da lam  dal i l - da l i l  gugatannya  sangat  t i dak  berdasar  pada  

fak ta  kebenaran ,maka  para  Tergugat  I I  in te r vens i  memohon 

Hal .  27 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada  maje l i s  hak im  yang  memer iksa  perkara  in i  

menyatakan  gugatan  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  t i dak  

berdasar  hukum dan  fak ta  kebenaran  dan  menolak  gugatan  

Penggugat  atau  gugatan  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Berdasarkan  kese lu ruhan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  dalam jawaban  

dan  tanggapan  Tergugat  I I  In te r vens i ,  mohon  kepada  Bapak  

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  mela lu i  Hakim  

pemer iksa  perkara  ta ta  usaha  Negara  Nomor  :  46/G/2010 /PTUN-

JPR untuk  :

Dalam Penundaan :

Menolak  permohonan  penundaan  Penggugat  untuk  penundaan  

pelaksanaan  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  

Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  Tentang  Pemberhent i an  dan  

Pengangkatan  Antar  Waktu  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Kabupaten  Sarmi  te r t angga l  14 Agustus  2010 ;

Dalam Pokok Perkara  :

1. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  dan/a tau  

set i dak - t i daknya  gugatan  t i dak  dapat  d i te r ima  dan/a tau  

gugatan  dinya takan  gugur  demi  hukum  ;

2. Menolak  dal i l - da l i l  Penggugat  karena  t i dak  berdasar  dan  

ber landaskan  pada  fak ta  kebenaran  dan  keten tuan  hukum 

yang  ber l aku  ;

3. Menyatakan  sah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  te r t angga l  14 
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Agustus  2010 ;

4. Menetapkan  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa atas  Jawaban Tergugat  dan Para  Terguga t  

I I  In te r vens i  te r sebu t ,  Penggugat  t i dak  mengajukan  Repl i k ,  

o leh  karena  i t u  Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

t i dak  mengajukan  Dupl i k  dan  pada  pokoknya  masing- masing  

pihak  te tap  ber tahan  pada dal i l  gugatan  maupun jawabannya  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo to copy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  te l ah  

dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo to copynya  dan  d ibe r i  tanda  

P- 1 sampai  dengan  P- 13,  seh ingga  dapat  d i te r ima  sebaga i  a la t  

bukt i  yang  sah dengan  per inc i an  sebaga i  ber i ku t  :

1. P- 1: Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  :  37  

Tahun 2008 Tentang  Pemberhent i an  dan Pengangkatan  

Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  Masa  Jabatan  2008-

2013  Ter tangga l  30  Jun i  2008  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

2. P- 2: Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  :  28  

Tahun  2010  Tentang  Pemberhent i an  Antar  Waktu  

Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  Masa  Jabatan  2008-

2013  Ter tangga l  1  Jun i  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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3. P- 3: Sura t  Ketua  KPU Kabupaten  Sarmi  Nomor  :  26/KPU-

KS/V/2010  Tangga l  5  Mei  2010  Kepada  Ketua  KPU 

Prov ins i  Papua,  Ketua  Badan  Kehormatan  KPU 

Prov ins i  Papua,  Anggota  KPU Prov ins i  Papua  ,  

Sekre ta r i s  KPU Prov ins i  Papua,  Bupat i  Sarmi  dan  

Ketua  DPRD Kabupaten  Sarmi  Tentang  Permohonan  

Penin jauan  Kembal i  Pemecatan  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  ( fo t ocopy  sesua i  dengan   as l i nya )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4. P- 4: Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  

Tahun 2010 Tentang  Pemberhent i an  dan Pengangkatan  

Antar  Waktu  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  Masa 

Jabatan  2008- 2013  Ter tangga l  14  Agustus  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. P- 5:
Sura t  Per in t ah  Tugas  dar i  Ketua  KPU Kabupaten  
Sarmi  Nomor :  271/2005  Kepada Penggugat  untuk  
mengiku t i  Dik la t  Nasiona l  Tentang  Sos ia l i s a s i  
Undang- Undang,  Pera tu ran  Pemer in tah  Otonomi  
Daerah  Pasca  Pelaksanaan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  
(P ILKADA)  Langsung  di  Surabaya  ( fo t ocopy  sesua i  
dengan 
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. P- 6: Sura t  Per in t ah  Per ja l anan  Dinas  Nomor  :  

271/KPUD/2005  Tangga l  8  September  2005  yang  

dike lua r kan  o leh  Sekre ta r i s  KPUD Kabupaten  Sarmi  

kepada  Penggugat  untuk  mengiku t i  Dik la t  d i  

Surabaya  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. P- 7:
Mater i  dan Jadwal  Acara  Dik la t  Nasiona l  d i  
Surabaya  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
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8. P- 8: Ser t i f i k a t  sebaga i  Tanda  Penghargaan  yang  

dibe r i kan  oleh  Pani t i a  Pelaksana  atas  

ke iku t se r t aan  Penggugat  sebaga i  peser ta  Dik la t  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. P- 9: Photo  bersama  sebaga i  kenang- kenangan  pada  saat  

keg ia tan  Dik la t  ( fo t ocopy  sesua i  dengan   as l i nya )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10

.

P-

10:

Photo  bersama  sebaga i  kenang- kenangan  pada  saat  

mengiku t i  keg ia tan  Workshop  Nasiona l  yang  

di l aksanakan  oleh  Lembaga  Stud i  Pol i t i k  dan  

Anggaran  Daerah  (LESPANGDA)  d i  Hote l  Mi l l en i um  

Si r i h  Jakar ta  Tangga l  1- 2  Jun i  2006  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11

.

P-

11:

Ber i t a  Acara  Rekapi t u l a s i  Hasi l  Perh i t ungan  Suara  

Pemi l i han  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  Prov ins i  

Papua  Tahun  2006  Tingka t  Kabupaten  Sarmi  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

12

.  

P-

12:  

Penetapan  Hasi l  Pemi l i han  Umum,  Pero lehan  Kurs i  

Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi l i han  Umum  dan  

Penetapan  Calon  Terp i l i h  Anggota  Dewan Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Sarmi  Prov ins i  Papua 

( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

13

.

P-

13:

Sura t  Per in t ah  Per ja l anan  Dinas  Ter tangga l  07 

Apr i l  2010  dan  Pelaksanaan  Per ja l anan  Dinas  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  ; -

Menimbang,  bahwa d isamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Penggugat  juga  te l ah  mengajukan  2  (dua)  orang  

Hal .  31 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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saks i  d i  Pers idangan  yang  member ikan  kete rangannya  dibawah  

Jan j i  yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

1. SAKSI  ELSE MERNE ;

- bahwa Saks i  adalah  Daf ta r  Tunggu  Anggota  KPU Kabupaten  

Sarmi  masa  jaba tan  2008- 2013  ;

- bahwa Saks i  pernah  menjad i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  

yang  berakh i r  masa  jaba tannya  pada  bu lan  Mei  2008  ;

- bahwa  Saks i  pernah  menemui  Korwi l  Pak  Suc ip to  untuk  

menanyakan  per iha l  PAW Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  dan  

pada  per temuan  te rsebu t  Pak  Sucip to  menyatakan  bahwa 4 

(empat )  orang  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  digan t i  namun 

1  (sa tu )  orang  lag i  atas  nama  Thomas  Imbi r i  t i dak  

digan t i  ;

- bahwa  pada  tangga l  7  Mei  2010  Saks i  bersama  Iman  

Kalewar  dan  Bi t sae l  Marao  menemui  Ketua  KPU Prov ins i  

Papua dan pada per temuan  i t u  Ketua  KPU menyatakan  bahwa 

Thomas Imbi r i  t i dak  te rbuk t i  te r l i b a t  Par ta i  Pol i t i k  ;

- bahwa  pada  tangga l  16  Agustus  2010  KPU  Prov ins i  

melant i k  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  yang  baru  ;

2. SAKSI  BITSAEL MARAO ;

- bahwa Saks i  adalah  Daf ta r  Tunggu  Anggota  KPU Kabupaten  

Sarmi  masa  jaba tan  2008- 2013  ;

- bahwa  pada  tangga l  29  Apr i l  2010  Saks i  mendengar  ada  

sura t  dar i  KPU Prov ins i  yang  di tu j u kan  kepada  Bupat i  

Sarmi  dan  DPRD Sarmi  mengenai  pembentukan  t im  se leks i  

32
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pener imaan  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  yang  baru  

kemudian  pada  tangga l  30  Apr i l  2010  Saks i  

mempertanyakan  hal  te r sebu t  kepada  KPU  Prov ins i  

Papua   ;

- bahwa  Saks i  pernah  menemui  Korwi l  Pak  Suc ip to  bersama 

Iman  Kalewar  dan  Else  Merne,  pada  per temuan  te rsebu t  

Pak  Sucip to  menyatakan  bahwa  4  (empat )  orang  Anggota  

KPU Kabupaten  Sarmi  digan t i  namun 1  (sa tu )  orang  lag i  

atas  nama  Thomas  Imbi r i  t i dak  digan t i  ;

- bahwa  pada  tangga l  15  Ju l i  2010  Saks i  menemui  Kepala  

Kesbang  Kabupaten  Sarmi ,  dan  pada  per temuan  te rsebu t  

Kepala  Kesbang  Kabupaten  Sarmi  menyatakan  bahwa  Saks i  

t i dak  te r l i b a t  Par ta i  Pol i t i k  ;

- bahwa  Saks i  pernah  menyampaikan  kebera tan  secara  

te r t u l i s  kepada  KPU  Prov ins i  mengena i  adanya  Tim 

Seleks i  pener imaan  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  yang  

baru  ;

Menimbang  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  yang  te l ah  di  

cocokkan  dengan  as l i n ya  atau  fo tocopy nya dan dibe r i  tanda  T-

1 sampai  dengan T- 16 dengan  per i nc i an  sebaga i  ber i ku t  :

Hal .  33 dar i  56 Hal .  Putusan  No.  46/G/2010 /PTUN.JPR
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1. T- 1: Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  :  55 

Tahun  2010  Tentang  Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  

Antar  Waktu  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  Masa 

Jabatan  2008- 2013  Ter tangga l  14  Agustus  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. T- 2: Sura t  Pernya taan  Nomor  :  01/GMLP- SRM/I I / 2010  dar i  

Gabungan  Suara  Masyaraka t  dan  Lin tas  Par ta i  

Pol i t i k  Tangga l  20  Februar i  2010  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

3. T- 3: Sura t  Masyaraka t  Adat  Arna i j  Nomor  :  01/MAA-

DAH/2010  Tangga l  12  Januar i  2010  ( fo t ocopy  dar i  

fo tocopy )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. T- 4:
Sura t  Rekomendas i  KNPI  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  25 
Februar i  2010,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. T- 5:
Rekomendas i  dar i  Ika tan  Perempuan Sarmi  Nomor  :  
02/ I I - R/ IPS- SMI/2010  Tangga l  21 Februar i  2010,  
( fo t ocopy  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. T- 6: Sura t  Panwaslu  Prov ins i  Papua  Nomor  :  

372/PANWASLU-PAPUA/VI /2009  Tangga l  15  Jun i  2009,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  ; - - - -

7. T- 7:
Hasi l  Pemer iksaan  dan Rekomendas i  Dewan Kehormatan  
KPU Prov ins i  Papua te rhadap  Ketua  dan Anggota  KPU 
Kabupaten  Sarmi  Per iode  2008- 2013 Ter tangga l  18 
Maret  2010,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. T- 8:
Sura t  Pani t i a  Pemi l i han  Dis t r i k  Kabupaten  Sarmi  
Nomor  :  09/PPD/SR/2009  Tangga l  11 Jun i  2009 ,  
( fo t ocopy  sesua i  dengan as l i nya )  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. T- 9:
Sura t  Al ians i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  
Kabupaten  Sarmi  Nomor :  06/AL- PARPOL/V/2009  
Tangga l  8 Mei  2009,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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10

.

T-

10:

Sura t  Mandat  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  :  2A/P/SET-

KPU/ I / 2010  Tangga l  05  Januar i  2010 ,  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - - -

11

.

T-

11:

Sura t  KPU  Prov ins i  Papua  kepada  Ketua  DPRD 

Kabupaten  Sarmi  Nomor  :  108/P /SET- KPU/IV /2010  

Tangga l  16  Apr i l  2010,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

12

.

T-

12:

Sura t  KPU Prov ins i  Papua kepada  Bupat i  Sarmi  Nomor 
:  109/P /SET- KPU/ IV /2010  Tangga l  16 Apr i l  2010,  
( fo t ocopy  sesua i  dengan as l i nya )  
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13

.

T-

13:

Sura t  DPRD  Kabupaten  Sarmi  kepada  Ketua  KPU 

Prov ins i  Papua  Nomor  :  175.1 /038 /SETWAN/2010  

Tangga l  04  Mei  2010,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

14

.

T-

14:

Sura t  Bupat i  Sarmi  kepada  Ketua  KPU Prov ins i  Papua 

Nomor  :  270/ 178/ BUP/2010  Tangga l  28  Apr i l  2010,  ,  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15

.

T-

15:

Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  24  Tahun  

2010  Tangga l  03  Jun i  2010  Tentang  Pembentukan  Tim 

Seleks i  Calon  Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi ,  

( fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16

.

T-

16:

Ber i t a  Acara  /  Naskah  Pelan t i k an  KPU Kabupaten  

Sarmi  Tangga l  16  Agusutus  2010  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa d isamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,  Tergugat  juga  te l ah  mengajukan  1 ( satu )  orang  

saks i  d i  Pers idangan  yang  member ikan  kete rangannya  dibawah  
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Jan j i  yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

SAKSI  EDUARD DIMONMONAUW, ST.  ;

- bahwa  Saks i  adalah  Anggota  Tim  Seleks i  yang  namanya  

di rekomendas ikan  oleh  Gere ja  berdasarkan  permin taan  

dar i  KPU  Prov ins i  Papua ;

- bahwa Saks i  sebaga i  Anggota  Tim Seleks i  te lah  melakukan  

penye leks ian  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  sesua i  dengan  

waktu  yang  d i t en tukan  dan  te l ah  berdasarkan  prosedur  

da lam  keten tuan  pera tu ran  perundang-   undangan  yang  

ber laku ;

- bahwa  nama- nama  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  ada lah  

memang  nama- nama  dian ta ra  10  (sepu luh )  orang  yang  

disampaikan  kepada  KPU  Prov ins i  Papua  ;

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - dal i l  Jawabannya  

Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  pula  mengajukan  bukt i -

bukt i  te r t u l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  bermate ra i  cukup  

yang  te l ah  di  cocokkan  dengan  as l i  atau  fo tocopy  nya  dan  

dibe r i  tanda  T. I I . I n t - 1  sampai  dengan  T. I I . I n t - 6  dengan  

per inc i an  sebaga i    ber i ku t  :

1

.

T. I I . I n t - 1 

:

Laporan  Tim  Seleks i  Calon  Anggota  Antar  

Waktu  KPU  Kabupaten  Sarmi  Tahun  2010,  

( fo to copy sesua i  dengan   as l i nya )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2

.

T. I I . I nt - 2 

:

Dokumen Admin is t r a s i  10 (sepu luh )  nama has i l  

se leks i  yang  akan  mengiku t i  tes  kepatu tan  di  

KPU Prov ins i  Papua,  ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3

.

T. I I . I nt - 3 

:

Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua Nomor :  
55 Tahun 2010 Tentang  Pemberhen t i an  dan  
Pengangkatan  Antar  Waktu  Anggota  KPU 
Kabupaten  Sarmi  Masa Jabatan  2008- 2013  
Ter tangga l  14 Agustus  2010  ( fo t ocopy  sesua i  
dengan 
as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4

.

T. I I . In t - 4 

:

Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  :  

58 Tahun  2010  Tentang  Pengangkatan  Ketua  KPU 

Kabupaten  Sarmi ,  ( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5

.

T. I I . In t - 5 

:

Sura t  Keputusan  KPU Prov ins i  Papua  Nomor  24 

Tahun  2010  Tangga l  03  Jun i  2010  Tentang  

Pembentukan  Tim  Seleks i  Calon  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi ,  ( fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

6

.

T. I I . I nt - 6 

:

Ber i t a  Acara  /  Naskah  Pelan t i k an  KPU 

Kabupaten  Sarmi  Tangga l  16  Agusutus  2010  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  

dibe r i  kesempatan  yang  cukup  untuk  mengajukan  Saks i  da lam 

Pers idangan ,  namun  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  

mengajukan  Saks i  da lam sengketa  in  casu  ;

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  te l ah  dibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  kes impu lan  untuk  i t u  Penggugat  te l ah  

menyerah kan  Kes impu lannya  te r t angga l  28 Januar i  2011,  namun 

Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  t i dak  mengajukan  

Kesimpulannya  ;
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Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  Putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  i n  

l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan ,  o leh  karena  

i t u  Maje l i s  Hakim te lah  dapat  mengambi l  Putusan  berdasarkan  

per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  d iu ra i kan  

dibawah in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam duduk  perkara  d i  atas  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obj ek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

(KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  Waktu  Komis i  Pemi l i han  

Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  14 Agustus  2010 (Buk t i  P-

4 = T- 1 = T. I I . I n t - 3)  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  dar i  p ihak  

ket i ga  yakn i  Hesk ie l  Mansi ,  SE. ,  Frans iskus  Anton ius  

Letso in ,  Max  Fred i k  War inusa ,  SH. ,  Ferd inand  Frans i scus  

Yawan,  SE.  dan  Iman  H.  Kel iwar  dengan  Sura t  Permohonan  

tangga l  08 Desember  2010 yang  dia j ukan  mela lu i  Kuasanya  Budi  

Setyan to ,  SH.  dan  Hermawat i  Koenta r i an i ,  SH.  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  te r t angga l  19 November  2010,  d imana  pihak  ket i ga  

te rsebu t  te lah  mengajukan  permohonan  untuk  bergabung  dalam 

perkara  in i ,  maka  berdasarkan  pasa l  83  ayat  (1 )  dan  (2)  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  oleh  Maje l i s  

Hakim permohonan  te rsebu t  te l ah  d ikabu l kan  dan  Para  pemohon 

te rsebu t  d idudukkan  sebaga i  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

da lam  perkara  in  casu ,  sebaga imana  te lah  d i t e t apkan  dalam 

Putusan  Sela  tangga l  14 Desember  2010 ;
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Menimbang,  bahwa Penggugat  da lam gugatan nya  pada 

pokoknya  mendal i l k an  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  dengan  d i t e rb i t k annya  Objek  Sengketa  te l ah  

menimbulkan  ak iba t - ak iba t  hukum  yang  merug ikan  

kepent i ngan  Penggugat ,  karena  Penggugat  te l ah  keh i l angan  

peker j aan  sebaga i  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Kabupaten  Sarmi  ha l  mana  te rb i t n ya  Objek  Sengketa  

te rsebu t  t i dak  berdasarkan  kepada  fak ta - fak ta  hukum yang  

benar ,  dengan  demik ian  k i ranya  cukup  bera lasan  bag i  

Penggugat  mengajukan  gugatan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  

in i  berdasarkan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  :  

5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009 

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

- Bahwa t i ndakan  Terguga t  da lam menerb i t kan  Objek  Sengketa  

Aquo  te l ah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  yang  ber laku  Ser ta  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  sebaga imana  keten tuan  dalam  Pasal  53  ayat  ( 2)  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang 

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

te rsebu t  Penggugat  memohon  kepada  Pengad i l an  untuk  

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  sengketa  dan  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Objek  Sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  tun tu tan  Penggugat  agar  ob jek  

sengketa  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dan  memer in tahkan  

Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  sengketa  a quo ,  Pengugat  juga  

memohon kepada  Pengadi l an  agar  memer in tahkan  Terguga t  untuk  

menetapkan  kembal i  Penggugat  sebaga i  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  masa  jaba tan  2008-

2013 ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  membantah  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  a quo 
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yang  te r t uang  dalam  Jawabannya  te r t angga l  21  Desember  2010  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  ob jek  sengketa  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  dan Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  ser ta  te l ah  mempert imbangkan  hal - ha l  yang  

berka i t an  dengan  kred ib i l i t a s  dan  independens i  KPU te ru tama  

kepent i ngan  penye lenggaraan  pemi l i han  umum yang  baik  di  

Kabupaten  Sarmi  ;

Menimbang,  bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  pula  

menyampaikan  Jawabannya  te r t angga l  21  Desember  2010  yang  

pada  pokoknya  menyatakan  bahwa Para  Tergugat  I I  In te r vens i  

ada lah  Anggota  Antar  Waktu  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Kabupaten  Sarmi  yang  te l ah  mengiku t i  proses  se leks i  sesua i  

prosedur  hukum sebaga imana  yang  di ten tukan  da lam  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  dengan  demik ian  se leks i  

yang  te lah  di i ku t i  o leh  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  sampai  

dengan  pengangkatan  dan  pelan t i k annya  ada lah  sah  ;

Menimbang,  bahwa  atas  da l i l  j awaban- jawaban  te rsebu t ,  

Tergugat  maupun  Tergugat  I I  In te r vens i  memohon  kepada  

Pengad i l an  agar  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  

dan/a tau  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

ser ta  menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  t i dak  mengajukan  Repl i k  

walaupun  te l ah  d ibe r i k an  kesempatan  yang  cukup  dan  untuk  

mempertahankan  dal i l  gugatannya  Penggugat  te l ah  mengajukan  

Bukt i  Sura t  yang  d ibe r i  tanda  P- 1 sampai  dengan    P- 13  dan  

mengajukan  2  (dua)  orang  Saks i  atas  nama ELSE MERNE dan 

BITSAEL  MARAO  ser ta  menyerahkan  Kesimpulan  te r t angga l  28 

Januar i  2011 ;  

Menimbang,  bahwa untuk  mendukung  dal i l - da l i l  bantahannya  

Tergugat  te lah  mengajukan  Bukt i  Sura t  yang  d ibe r i  tanda  T- 1  

sampai  dengan  T- 16  dan  mengajukan  1 (sa tu )  orang  Saks i  atas  

nama  EDUARD  DIMONMONAUW,  ST.  namun  t i dak  menyerahkan  

Kesimpulan  walaupun  te lah  dibe r i k an  kesempatan  yang  cukup  
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untuk  i t u  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  dal i l - da l i l  

sanggahannya  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  juga  te l ah  

mengajukan  Bukt i  Sura t  yang  d ibe r i  tanda  T. I I . I n t - 1  sampai  

dengan  T. I I . I n t - 6  namun  t i dak  mengajukan  Saks i  dan  

Kesimpulan  walaupun  te lah  dibe r i k an  kesempatan  yang  cukup  

untuk  i t u  ;

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  kewenangan  Hakim 

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  bers i f a t  akt i f  ( dominus  

l i t i s ) ,  maka  berdasarkan  Pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Maje l i s  Hakim  hanya  

mempert imbangkan  ala t - ala t  bukt i  yang  re levan  sa ja  sebaga i  

bahan  per t imbangan,  sedangkan  bukt i - bukt i  sura t  maupun 

kete rangan  saks i  yang  t i dak  re levan  dikesampingkan ,  namun 

te tap  di l amp i r kan  dalam berkas  perkara  yang  merupakan  bag ian  

yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  in  l i t i s  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  Gugatan  Penggugat ,  Jawaban  

Tergugat ,  Jawaban  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  dan  dar i  

Fakta - fak ta  dan  Bukt i - bukt i  yang  te rungkap  di  Pers idangan ,  

te rhadap  dal i l - da l i l  yang  t i dak  d isangka l  atau  set i dak -

t i daknya  diaku i  secara  tegas  oleh  para  pihak ,  harus lah  

dianggap  merupakan  fak ta  Hukum yang  benar  dan te tap  seh ingga  

t i dak  per lu  d ibuk t i k an  lag i  kebenarannya  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mempela ja r i  

Gugatan ,  Bukt i  Sura t ,  Saks i  dan  Kes impulan  Penggugat  

dihubungkan  dengan  Jawaban,  Bukt i  Sura t  dan  Saks i  dar i  

Tergugat  dan Terguga t  I I  In te r vens i ,  Maje l i s  Hakim menemukan  

fak ta - fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa Penggugat  diangka t  sebaga i  Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  masa  jaba tan  2008- 2013  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Pemberhent i an  

dan  Pengangkatan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  
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Kabupaten  Sarmi  Tangga l  30 Jun i  2008 (Buk t i  P- 1)  ;

- Bahwa  Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  te l ah  melakukan  pemer iksaan  dan  

rekomendas i  atas  laporan  masyaraka t  Kabupaten  Sarmi  

te rhadap  k ine r j a  Ketua  dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

(KPU)  Kabupaten  Sarmi  Per iode  Tahun 2008- 2013  (Buk t i  T- 7)  

;

- Bahwa  Terguga t  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  28  Tahun  2010  

Tangga l  1  Jun i  2010  yang  memberhent i kan  4  (empat )  orang  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  t i dak  

te rmasuk  Penggugat  (Thomas Imbi r i )  (Buk t i  P- 2)  ;  

- Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  membentuk  Tim  Seleks i  Calon  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  Nomor  24  Tahun  2010  Tangga l  03  Jun i  2010  

(Buk t i  T- 15 = T. I I . I n t - 5)  ;

- Bahwa kemudian  Tergugat  memberhent i kan  Penggugat  (Thomas  

Imbi r i )  dan mengangkat  5 ( l ima )  orang  Anggota  Anta r  Waktu  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  dengan  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  AntarWaktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  Tangga l  14  Agustus  

2010 (Objek  Sengketa )  (Buk t i  P- 4 = T- 1 = T. I I . I n t - 3)  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  

d ia tas  dan  dihubungkan  dengan  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

se lama  proses  Pers idangan ,  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  dan  

meni la i  penerb i t an  Objek  Sengketa  in  casu ,  apakah  te lah  

sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber l aku  

dan/ atau  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  53  ayat  ( 2)  huru f  ( a)  dan  ( b)  Undang-

undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha   Negara   ;
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Menimbang,  bahwa  sebe lum Maje l i s  Hakim  melakukan  

pengu j i an  dan/a tau  peni l a i an  te rhadap  penerb i t an  objek  

sengketa  a  quo  te r l eb i h  dahu lu  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  kewenangan  Tergugat  da lam  penerb i t an  

Objec tum Li t i s  sebaga imana  yang diu ra i kan  dibawah in i  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  keten tuan  mengenai  apakah  

Tergugat  berwenang  da lam menerb i t kan  objek  sengketa ,  Maje l i s  

Hakim akan  menguj i nya  dengan  menggunakan  Undang- Undang Nomor  

22 Tahun 2007 ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum :

Menimbang,  bahwa  keten tuan  Pasal  29  Ayat  (1 )  dan  Ayat  

(3 )  huru f  c  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  menyatakan  

sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  1 :

Anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  
berhen t i  anta r  waktu  karena  :
a.

meningga l  dun ia  ;
b.

mengundurkan  di r i  ;  atau
c.

dibe rhen t i k an .

Ayat  3 :

Pemberhent i an  anggota  yang  te lah  memenuhi  keten tuan  
sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  
d i l akukan  dengan keten tuan : :
a.

anggota  KPU oleh  Pres iden  ;
b.

anggota  KPU Prov ins i  o leh  KPU ;  dan
c.

anggota  KPU Kabupaten /Ko ta  oleh  KPU Prov ins i  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  

Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  Tergugat  berwenang  

menerb i t kan  ob jek  sengketa  a quo ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  untuk  menguj i  dan/a tau  

meni la i  apakah  objek  sengketa  in  casu  sudah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan/a tau  t i dak  

ber ten tangan  dengan  Asas  -  Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  
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Maje l i s  Hakim  akan  menguj i nya  dengan  menggunakan  Undang-

Undang  Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  

Umum,  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  5  Tahun  2008  

t entang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  Pemi l i han  

Umum Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten /Ko ta  dan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31 Tahun  2008  ten tang  

Kode  Et i k  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum ser ta  meni la i n ya  

dengan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  yang  te rcan tum  

dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  

Penye lenggaraan  Negara  Yang  Bers ih  dan  Bebas  dar i  Korups i ,  

Kolus i  dan  Nepot i sme  Jo.  Penje lasan  Pasa l  53  Ayat  (2 )  huru f  

b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;

Menimbang,  bahwa keten tuan  mengenai  a lasan  pemberhen t i an  

anta r  waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten /Ko ta  

dia tu r  dalam Pasa l  29  Ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang- Undang  Nomor  

22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum yang  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  1 :

Anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  
berhen t i  anta rwak tu  karena  :
a.

meningga l  dun ia  ;
b.

mengundurkan  di r i  ;  atau
c.

dibe rhen t i k an .

Ayat  2 : Diberhen t i k an  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  
huru f  c apab i l a  :
a.

t i dak  lag i  memenuhi  syara t  sebaga i  anggota  KPU,  
KPU Prov ins i ,  dan KPU Kabupaten /Ko ta  ;

b.

melanggar  sumpah/ j an j i  jaba tan  dan/a tau  kode  
et i k  ;

c .

t i dak  dapat  melaksanakan  tugas  secara  
berke lan j u t an  secara   ber tu ru t - tu ru t  se lama  3  
( t i g a )  bu lan  atau  berha langan  te tap  ;

d.
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di j a t uh i  p idana  penja ra  berdasarkan  putusan  
pengad i l an  yang  te l ah  mempero leh  kekuatan  hukum 
te tap  karena  melakukan  t i ndak  pidana  yang  diancam  
dengan pidana  pen ja ra  5 ( l ima )  tahun  atau  leb ih  ;

e.

di j a t uh i  p idana  berdasarkan  putusan  pengad i l an  
yang  te lah  mempero leh  kekuatan  hukum te tap  karena  
melakukan  t i ndak  pidana  Pemi lu  ;

f .

t i dak  menghad i r i  rapa t  p leno  yang  menjad i  tugas  
dan  kewaj i bannya  se lama  3  ( t i ga )  ka l i  ber tu ru t -
tu ru t  tanpa  alasan  yang  je l as ;  atau

g.

melakukan  perbua tan  yang  te rbuk t i  menghambat  KPU,  
KPU  Prov ins i ,  dan  KPU  Kabupaten /Ko ta  da lam  
mengambi l  keputusan  dan  penetapan  sebaga imana  
keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan .

Menimbang,  bahwa  dal i l  Terguga t  yang  menyatakan  bahwa 

dengan  ke iku t se r t aan  Penggugat  dalam  pendaf ta r an  se leks i  

pener imaan  yang  d iadakan  pasca  pergan t i an  anta r  waktu  

Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  berdasarkan  SK  KPU Prov ins i  

Papua  Nomor  28  Tahun  2010  harus lah  d i t a f s i r k an  sebaga i  

pengunduran  di r i  Penggugat  dar i  keanggotaan  KPU Kabupaten  

Sarmi ,  Maje l i s  Hakim per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa keten tuan  mengena i  pemberhent i an  anta r  

waktu  Anggota  KPU,  KPU Prov ins i  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  

karena  pengunduran  di r i  d ia tu r  da lam Pasa l  59 Ayat  (1 )  huru f  

b dan Ayat  (3 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  5 Tahun  

2008  t entang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta  yang  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  1 :

Anggota  KPU,  KPU Prov ins i  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  
berhen t i  anta rwak tu  karena  ;
a.
meningga l  dun ia  ;  
b.
mengundurkan  di r i  ;  atau  
c.
dibe rhen t i k an  ;
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Ayat  3 :

Anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU Kabupaten /Ko ta  
yang  berhen t i  karena  mengundurkan  di r i  sebaga imana  
dimaksud  pada ayat  (1 )  huru f  b,  ada lah  karena  alasan  
kesehatan  dan/a tau  karena  te rganggu  f i s i k   dan/a tau  
j iwanya  untuk  menja lankan  kewaj i bannya  sebaga i  
anggota  KPU,  KPU Prov ins i ,  dan  KPU Kabupaten /Ko ta ,  
dan  dibuk t i k an  dengan  sura t  kete rangan  yang  dibua t  
o leh  ins tans i  yang  berwenang .

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d i  atas  

menuru t  Maje l i s  Hakim  dal i l  Terguga t  yang  menyatakan  

ke iku t se r t aan  Penggugat  da lam pendaf ta ran  se leks i  pener imaan  

merupakan  bentuk  dar i  pengunduran  di r i  ada lah  t i dak  berdasar  

hukum dan  te l ah  ke l i r u  menafs i r k an  Ayat  3  a  quo ,  karena  

mengundurkan  di r i  sebaga imana  d imaksud  keten tuan  te rsebu t  

ada lah  karena  alasan  kesehatan  dan/a tau  karena  te rganggu  

f i s i k  dan/a tau  j iwanya  untuk  menja lankan  kewaj i bannya  

dibuk t i k an  dengan  sura t  kete rangan  yang  dibua t  o leh  ins tans i  

yang  berwenang  sedangkan  Penggugat  t i dak  dalam keadaan  sak i t  

yang  dapat  menyebabkan  la l a i  da lam menja lankan  kewaj i bannya  

dan  t i dak  dalam  kond is i  te rganggu  f i s i k  dan/a tau  j iwanya  

ser ta  t i dak  te rdapa t  satu  ala t  bukt i  pun  mengenai  sura t  

kete rangan  dar i  ins tans i  yang  berwenang  sebaga imana  

di t en tukan  Ayat  3  a  quo ,  seh ingga  ke iku t se r t aan  Penggugat  

mengiku t i  se leks i  pener imaan  te rsebu t  bukan lah  bentuk  

pengunduran  di r i  sebaga imana  dimaksud  Pasal  59  Ayat  (1 )  

huru f  b dan Ayat  (3 )  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  2010  Tangga l  14  

Agustus  2010 (Objek  Sengketa )  pada Dik tum Per tama menyatakan  

”menetapkan  memberhent i kan  dengan  hormat  Penggugat  sebaga i  

Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Sarmi  menyusu l  

pemberhent i an  Anggota  KPU  la i nnya  berdasarkan  SK  KPU 

Prov ins i  Papua Nomor  28 Tahun  2010”  (v ide  Bukt i  P- 4 = T- 1 = 

T. I I . I n t - 3) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  
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Maje l i s  Hakim  menyimpulkan  bahwa  Penggugat  berhen t i  anta r  

waktu  sebaga i  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  

Sarmi  adalah  bukan  karena  mengundurkan  di r i  namun  karena  

dibe rhen t i k an  sebaga imana  keten tuan  Pasal  29  Ayat  (1 )  huru f  

c  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum  dan te rhadap  pemberhent i an  Penggugat  

te rsebu t ,  Maje l i s  Hakim akan  menguj i nya  dengan  per t imbangan-

per t imbangan  sebaga imana te ru ra i  d ibawah in i  ;

Menimbang,  bahwa dar i  da l i l - da l i l  gugatan  Penggugat  dan  

Jawaban Tergugat  d inya takan  bahwa te rhadap  pemberhent i an  dan  

pengangkatan  anta r  waktu  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Sarmi  ada lah  sete lah  mela lu i  pemer iksaan  dan  

rekomendas i  dar i  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua  dengan  

fak ta - fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Terguga t  te l ah  mener ima  Sura t  dar i  Pani t i a  

Pengawas Pemi l i han  Umum (PANWASLU) Prov ins i  Papua Ter tangga l  

15 Jun i  2009 atas  k ine r j a  Ketua  dan Anggota  Komis i  Pemi l i han  

Umum  (KPU)  Kabupaten  Sarmi  dan  laporan / r ekomendas i  

masyaraka t  Kabupaten  Sarmi  yang  berasa l  dar i  Gabungan  Suara  

Masyaraka t  &  Lin tas  Par ta i  Pol i t i k  Kabupaten  Sarmi  

Ter tangga l  20  Februar i  2010  (Buk t i  T- 2) ,  Masyaraka t  Adat  

Armat i  Ter tangga l  12  Januar i  2010  (Buk t i  T- 3) ,  Dewan 

Pengurus  Daerah  Komite  Nasiona l  Pemuda  Indones ia  (KNPI )  

Kabupaten  Sarmi  Ter tangga l  25  Februar i  2010  (Buk t i  T- 4)  dan  

Ika tan  Perempuan Sarmi  Ter tangga l  21 Februar i  2010 (Buk t i  T-

5)  dan  te rhadap  hal  te rsebu t  Tergugat  te l ah  member i  mandat  

kepada  Dewan Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  

Papua untuk  melakukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan ver i f i k a s i  

fak tua l  te rhadap  Ketua  dan  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum 

(KPU)  Kabupaten  Sarmi  (Buk t i  T- 10)  ;

Bahwa  Dewan  Kehormatan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Prov ins i  Papua  kemudian  melakukan  pemer iksaan  dan  

rekomendas i  te rhadap  k ine r j a  Ketua  dan  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  yang  mana  has i l nya  

menyatakan  bahwa 3 ( t i ga )  orang  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  
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( te rmasuk  Ketua)  te rbuk t i  melakukan  pelanggaran  te rhadap  

pr ins i p - pr ins i p  kode  et i k  penye lenggaraan  pemi lu  sedangkan  

Penggugat  (Thomas  Imbi r i )  t i dak  te rbuk t i  dan  te rhadap  

Penggugat  (Thomas  Imbi r i )  t i dak  d i rekomendas ikan  untuk  

dibe r i kan  sanks i  (Buk t i  T- 7)  ;

Bahwa berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  dan  rekomendas i  yang  

di l akukan  oleh  Dewan Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua te rsebu t ,  

Tergugat  te lah  memberhent i kan  3  ( t i ga )  orang  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  ( te rmasuk  Ketua)  te rsebu t  dan 1 (sa tu )  orang  

Anggota  d ika renakan  meningga l  dun ia  dengan  menerb i t k an  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  

28 Tahun 2010 Tangga l  1 Jun i  2010 (Buk t i  P- 2)  ;

Bahwa  se lan ju t nya  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  

2010  Tangga l  14  Agustus  2010  (Objek  Sengketa )  yang  

memberhent i kan  Penggugat  (Thomas  Imbi r i )  dan  mengangkat  5  

( l ima )  orang  Anggota  Antar  Waktu  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Kabupaten  Sarmi  yang  baru  (Buk t i  P- 4 = T- 1 = T. I I . I n t - 3)  ;

Menimbang,  bahwa menuru t  Pasal  30 Ayat  (1 )  Undang- Undang 

Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 

pemberhent i an  Anggota  KPU,  KPU  Prov ins i ,  dan  KPU 

Kabupaten /Ko ta  te r l eb i h  dahu lu  harus  mela lu i  ver i f i k a s i  o leh  

Dewan  Kehormatan  yang  se lengkapnya  dinya takan  sebaga i  

ber i ku t  :

Pemberhent i an  anggota  KPU,  KPU  Prov ins i ,  dan  KPU 
Kabupaten /Ko ta   yang  te l ah  memenuhi  keten tuan  sebaga imana  
dimaksud  dalam Pasal  29 ayat  (2 )  huru f  a,  huru f  b,  huru f  c ,  
huru f  f ,  dan  huru f  g d idahu lu i  dengan  ver i f i k a s i  o leh  Dewan  
Kehormatan  atas  rekomendas i  Bawaslu  atau  pengaduan  
masyaraka t  dengan  iden t i t a s  yang  je l as .

Menimbang,  bahwa  keten tuan  leb ih  lan ju t  mengena i  

prosedur  pemer iksaan  te rhadap  pe langgaran  kode  et i k  

penye lenggara  pemi l i han  umum yang  di l akukan  o leh  Anggota  KPU 

Kabupaten /Ko ta  dia tu r  da lam Pasa l  23  Ayat  (1 ) ,  (7 ) ,  (8 )  dan  
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(9 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31  Tahun  2008  

Tentang  Kode  Et i k  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum  yang  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

Ayat  1 :

Untuk  memer iksa  pengaduan  ada/a tau  laporan  adanya  
dugaan  pelanggaran  kode  et i k  yang  di l akukan  o leh  
Anggota  KPU  Kabupaten /Ko ta ,  d iben tuk  Dewan  
Kehormatan  KPU Prov ins i  yang bers i f a t  adhoc  ;

Ayat  7 :

Berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  sebaga imana  d imaksud  
pada  ayat  (1 ) ,  Dewan  Kehormatan  KPU  Prov ins i  
menetapkan  rekomendas i  ;

Ayat  8 :
Rekomendas i  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (7 )  bers i f a t  

mengika t  ;

Ayat  9 :

KPU Prov ins i  waj ib  melaksanakan  rekomendas i  Dewan  
Kehormatan  KPU Prov ins i .

Menimbang,  bahwa  kete rangan  Saks i  atas  nama ELSE MERNE 

dan  BITSAEL MARAO pada  pers i dangan  tangga l  13  Januar i  2011  

sama- sama member ikan  kete rangan  bahwa keduanya  bersama Iman 

H.  Kalewar  pernah  menemui  Ketua  KPU  Prov ins i  Papua 

menanyakan  per i ha l  PAW Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  dan  pada  

per temuan  i t u  Ketua  KPU menyatakan  bahwa Thomas Imbi r i  t i dak  

te rbuk t i  te r l i b a t  Par ta i  Pol i t i k  dan  pada  per temuan  dengan  

Korwi l  Pak  Sucip to  menyatakan  bahwa 4 (empat )  orang  Anggota  

KPU Kabupaten  Sarmi  digan t i  namun 1  (sa tu )  orang  lag i  atas  

nama Thomas Imbi r i  t i dak  digan t i  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta - fak ta  hukum  te rsebu t  

d ihubungkan  dengan  keten tuan  Pasa l  30 Ayat  (1 )  Undang- Undang 

Nomor  22 Tahun  2007  Jo.  Pasal  23 Ayat  (1 ) ,  (7 ) ,  (8 )  dan  (9 )  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31 Tahun 2008 te rsebu t  

d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  menyimpulkan  bahwa  ada lah  benar  

t i ndakan  Tergugat  member ikan  mandat  kepada  Dewan Kehormatan  

KPU Prov ins i  Papua untuk  melakukan  ver i f i k a s i  atas  pengaduan  

masyaraka t  sebaga imana  keten tuan  Pasa l  30  Ayat  (1 )  Undang-

Undang  Nomor  22  Tahun  2007  (v ide  Bukt i  T- 10)  dan  kemudian  

Tergugat  t i ndak l an j u t i  dengan  memberhent i kan  3  ( t i ga )  orang  
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Anggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  yang  te rbuk t i  melakukan  

pelanggaran  kode  et i k  sesua i  rekomendas i  dar i  Dewan 

Kehormatan  KPU  Prov ins i  Papua  (v i de  Bukt i  P- 2) ,  namun 

t i ndakan  Tergugat  memberhent i kan  anta r  waktu  Penggugat  

(Thomas  Imbi r i )  dar i  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  

Kabupaten  Sarmi  te l ah  menyalah i  prosedur  yang  di ten tukan  

pera tu ran  perundang- undangan  karena  secara  nyata - nyata  te l ah  

dengan  senga ja  melanggar  has i l  ver i f i k a s i  dar i  Dewan 

Kehormatan  KPU Prov ins i  Papua  yang  t i dak  merekomendas ikan  

Penggugat  untuk  dibe r i kan  sanks i ,  ha l  mana menuru t  Pasa l  23 

Ayat  (8 )  dan  (9 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31 

Tahun  2008  Rekomendas i  Dewan  Kehormatan  KPU  Prov ins i  

bers i f a t  mengika t  dan waj ib  d i l aksanakan  oleh  Tergugat  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  Objek  Sengketa  t i dak  

sesua i  dengan  Pasal  29 Ayat  (2 )  Undang- Undang Nomor  22 Tahun 

2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum Jo.  Pasa l  59  Ayat  

(3 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  5  Tahun  2008  

t entang  Tata  Ker ja  Komis i  Pemi l i han  Umum,  Komis i  Pemi l i han  

Umum Prov ins i ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten /Ko ta  dan  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  23  Ayat  (8 )  dan  (9 )  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  31  Tahun  2008  Tentang  Kode Et i k  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum  seh ingga  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  t i ndakan  Terguga t  menerb i t kan  objek  sengketa  

te lah  mengandung cacat  secara  yur i d i s  prosedura l  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Objek  Sengketa  te lah  

dinya takan  cacat  secara  prosedura l  maka Maje l i s  Hakim t i dak  

per lu  lag i  meni la i  pe langgaran  te rhadap  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  d ida l i l k an  Penggugat  

da lam  gugatannya  dan  te rhadap   tun tu tan   Penggugat  yang  

memohon agar  Pengad i l an  menyatakan  bata l  Objek  Sengketa  dan 

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Objek  Sengketa  in  casu  

sudah  cukup  bera lasan  menuru t  hukum dan harus  dikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  tun tu tan  Penggugat  agar  Pengadi l an  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  menetapkan  dan  melant i k  
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Penggugat  sebaga i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  masa  jaba tan  

2008- 2013,  Maje l i s  Hakim per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Terguga t  te l ah  membentuk  t im  se leks i  pener imaan  

Angggota  KPU  Kabupaten  Sarmi  (v i de  Bukt i  T- 15)  dan  

berdasarkan  has i l  se leks i  te rsebu t  Tergugat  te lah  melakukan  

pengangkatan  anta r  waktu  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  yang  

baru  (Para  Tergugat  I I  In te r vens i )  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Terguga t  I I  In te r vens i  da lam 

dal i l - da i l  jawabannya  pada  pokoknya  menyatakan  te l ah  

mengiku t i  proses  se leks i  sesua i  prosedur  hukum dan  te lah  

di l an t i k  ser ta  te l ah  melaksanakan  tugas  sebaga i  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  sesua i  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  dal i l  mana  diperkua t  dengan  kete rangan  Saks i  

Tergugat  atas  nama  EDUARD DIMOMONAN,  SE.  yang  member i kan  

kesaks ian  di  Pers idangan  yang  pada pokoknya  menyatakan  bahwa 

Tim  Seleks i  te l ah  melakukan  penye leks ian  Anggota  KPU 

Kabupaten  Sarmi  sesua i  dengan  waktu  yang  di ten tukan  dan  

te lah  berdasarkan  prosedur  da lam  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ;

Menimbang,  bahwa  mengenai  keabsahan  keanggotaan  dan  

prosedur  pengangkatan  anta r  waktu  Para  Terguga t  I I  

In te r vens i  te r sebu t  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  sega la  

sesuatu  yang  te r j ad i  se lama  proses  pers idangan  t i dak  

te rdapa t  satu  ala t  bukt i  pun  yang  dapat  d i j ad i kan  dasar  

per t imbangan  untuk  d i l akukan  pengu j i annya  oleh  Maje l i s  Hakim 

dan  te rhadap  hal  te rsebu t  te l ah  dia j ukan  gugatan  pada  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  dalam reg i s t e r  perkara  

nomor  36/G/2010 /PTUN.JPR yang  sedang  ber ja l an ,  dan  te rhadap  

dal i l - da l i l  Para  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  sedang  

di l akukan  pemer iksaannya  dalam perkara  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Objek  Sengketa  te lah  

dinya takan  bata l  dan  dipe r i n t ahkan  untuk  d icabu t  maka 

konsekwens i  yur i d i s  dar i  ha l  te rsebu t  akan  berdampak  hukum 

pada  kekosongan  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  oleh  karenanya  
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Tergugat  harus  segera  melakukan  pergan t i an  anta r  waktu  

Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  yang  baru  sesua i  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dengan  

memperhat i kan  perubahan- perubahan  hukum  yang  te r j ad i  

te rhadap  sengketa  in  casu ,  dengan  kewaj i ban  menetapkan  

kembal i  Penggugat  sebaga i  Anggota  KPU Kabupaten  Sarmi  masa 

jaba tan  2008- 2013,  maka  te rhadap  tun tu tan  Penggugat  agar  

Pengad i l an  memer in tahkan  Tergugat  untuk  menetapkan  Penggugat  

sebaga i  Anggota  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Sarmi  masa 

jaba tan  2008- 2013  harus lah  dikabu l kan  dan  oleh  karena  

se lu ruh  tun tu tan  Penggugat  te lah  dikabu l kan ,  maka  gugatan  

Penggugat  dinya takan  dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  memohon 

kepada  Pengad i l an  agar  menunda  pelaksanaan  Objek  Sengketa  

sampai  mempero leh  Putusan  yang  mempunya i  kekuatan  hukum 

te tap ,  Maje l i s  Hakim per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  untuk  mengabulkan  atau  menolak  

Permohonan  Penundaan  Penggugat  te r sebu t ,  Maje l i s  Hakim per lu  

mempert imbangkan  fak ta - fak ta  ten tang  keadaan  yang  sangat  

mendesak  yang  berak iba t  kepent i ngan  Penggugat  sangat  

d i rug i kan  dan  fak ta - fak ta  mengenai  kepent i ngan  umum dalam 

rangka  pembangunan  yang  mengharuskan  di l aksanakannya  Objek  

Sengketa  a quo  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  67  ayat  (4 )  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun 2009 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukt i - bukt i  dan  fak ta -

fak ta  yang  te rungkap  di  Pers idangan ,  maka dapat  d is impu lkan  

bahwa :

a. t i dak  te rdapa t  keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  

mengak iba t kan  kepent i ngan  Penggugat  sangat  d i rug i kan ,  

apab i l a  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  

sengketa  dalam  perkara  in i  te tap  di l aksanakan  ;

b. menuru t  Pasa l  2  huru f  ( f )  Undang- Undang  Undang- Undang 

Nomor  22  Tahun  2007  ten tang  Penye lenggara  Pemi l i han  
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Umum dinya takan  bahwa  :  penye lenggara  pemi l i han  umum 

berpedoman  pada  asas  kepent i ngan  umum,  pengangkatan  

anta r  waktu  anggota  komis i  pemi l i han  umum ada lah  sa lah  

satu  bentuk  dar i  penye lenggaraan  pemer in tahan  untuk  

kepent i ngan  umum dalam  rangka  pembangunan,  ha l  mana 

menuru t  keten tuan  Pasal  67  ayat  (4 )  huru f  b  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

dinya takan  penundaan  t i dak  dapat  d i l akukan  apabi l a  

te rdapa t  kepent i ngan  umum dalam  rangka  pembangunan  

mengharuskan  di l aksanakannya  keputusan  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  te rungkap  se lama  proses  

Pers idangan  didapa tkan  fak ta  bahwa  pada  saat  in i  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  sedan g  melaksan akan  

tahapan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  

di  Kabupaten  Sarmi ,  ha l  mana apab i l a  te rhadap  ob jek  sengketa  

di t unda  pelaksanaanya  oleh  Pengadi l an  akan  menghambat  proses  

demokras i  dan beres i ko  menimbulkan  kerug ian  biaya  yang  besar  

ba ik  f i nanc ia l  cos t  maupun soc ia l  cos t  bag i  negara  khususnya  

masyaraka t  Kabupaten  Sarmi  ;
 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan - per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  permohonan  

penundaan  pelaksanaan  objek  sengke ta  yang  dimohonkan  

Penggugat  t i dak  cukup  alasan  oleh  karena  i t u  harus  d i t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  

In te r vens i  da lam perkara  in i  ada lah  pihak  yang  ka lah ,  maka 

dengan  berpedoman  pada  keten tuan  Pasal  110  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986 Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009 

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Tergugat  dan 

Para  Tergugat  I I  In te r vens i  d ibeban kan untuk  membayar  b iaya  

perkara  secara  tanggung  ren teng  yang  besarnya  akan  

di t e t apkan  dalam amar  Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  maupun 
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kete rangan  saks i  yang  t i dak  d ipe r t imbangkan  oleh  Maje l i s  

Hakim  te tap  di l amp i r kan  dalam  berkas  perkara  in  l i t i s  

sebaga i  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  in i  ;

Memperhat i kan  keten tuan  dalam  Undang- Undang   Nomor  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dan Pera tu ran  Perundang- Undangan  

la i nnya  yang  ber ka i t an  dengan  perkara  in i  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N G A D I  L I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan  menolak  Permohonan Penundaan Penggugat  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  Bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Prov ins i  Papua 

Nomor  :  55  Tahun  2010  Tentang  

Pemberhent i an  dan  Pengangkatan  Antar  

Waktu  Komis i  Pemi l i han  Umum  (KPU)  

Kabupaten  Sarmi  Tangga l  14  Agustus  

2010 ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

(KPU)  Prov ins i  Papua  Nomor  :  55  Tahun  

2010  Tentang  Pemberhent i an  dan 

Pengangkatan  Antar  Waktu  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  

Tangga l  14 Agustus  2010 ;

4. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  menetapkan  

kembal i  Penggugat  sebaga i  Anggota  Komis i  

Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Sarmi  

masa jaba tan  2008- 2013 ;

5. Menghukum Tergugat  dan  Para  Tergugat  I I  
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In te r vens i  secara  bersama- sama  untuk  

Membayar  Biaya  Perkara  Sebesar   Rp.  

412.000 , -  ( Empat  Ratus  Dua  Belas  Ribu  

Rupiah )  ;

Demik ian  d ipu tuskan  da lam  Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada har i  Selasa  

Tangga l  08  Februar i  2011 ,  yang  te rd i r i  dar i  YUSUF NGONGO,  

SH. ,  se laku  Hakim Ketua  Maje l i s ,  TAUFIK A.  PRIYANTO,  SH.  dan 

ERICK S.  SIHOMBING,  SH. ,  masing- masing  se laku  Hakim Anggota .  

Putusan  mana diucapkan  dalam Pers idangan  yang   te rbuka  untuk  

umum pada  har i  in i  juga  o leh  Hakim  Ketua  Maje l i s  dengan  

didamping i  o leh  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dengan  d iban tu  

oleh  DERISTA H.  MALAU, SH. ,   Pani te r a   Penggant i   Pengad i l an  

Tata   Usaha  Negara  Jayapura

yang  dihad i r i  o leh  Penggugat  Pr ins i pa l ,  Kuasa  Hukum 

Penggugat ,  Kuasa  Hukum  Tergugat  dan  Kuasa  Hukum  Para  

Tergugat  I I  In te r vens i  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

TAUFIK A.  PRIYANTO, S.H. YUSUF NGONGO, S.H.

 ERICK S.  SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA H.  MALAU, S.H.
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Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

360.000 , -

3

.

4

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

Rp

.

12.000 , -

10.000 , -

J U M L A H Rp
.

412.000 , -

(Empat  Ratus  Dua Belas  Ribu  

Rupiah)
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